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PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
“PT BANK BTPN Thk”
Nomor : 28

e

-Pada hari in1. Kamis, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Jumi dua ribu dua puluh -

tiga).
-Pulul 11.05 WIB (sebelas lewat lima menit Wakiu Indonesia bagian Barat).——
-Menghadap kepada saya. YUMNA SHABRINA. Sarjana Hukum, Magister ——
Kenotanatan. berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notans —-
Kota Administrasi Jakarta Selatan, tertanggal 10-6-2023 (sepuluh Juni dua ribu —
dua puluh tiga) nomor 11/MPDIN JAE-SEL/CT/VI/2023, selaku pengganti dari ——
ASHOYA RATAM. Sarjana Hukum. Magister Kenotariatan, Notaris di Kota —-
Admmnistrasi Jakarta Selatan, dengan dihadin para saks: yang saya, MNotars, kenal
dan akan disebut pada bagian akhir akta mi-

1. Tuan HENOCH MUNANDAR, |

(]

Nyonya DINI HERDINI. Sarjana Huloum,

-menurut keterangan mereka dalam hal 11 bertindak masing-masing --

dalam jabatan mereka tersebut dan berdasarkan kuasa dari Rapat ———-




N —

Unmm Pemegang Saham Luar Biasa PT BANE BTPN Tbk vang akan
disebut, demikian para penghadap mewalalh Direks: dan dan -——-—-—--
karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili ——-——--
perseroan terbatas” PT BANK BTPN Thk". berkedudukan dan -———--
berkantor pusat di Jakarta Selatan. beralamat di Menara BTPN ————-—-
lantan 11, 18, 19,20, 21, 22,23, 25,26, 27, 28,29, 30, 33ABC, 35, 36,
37 Jalan Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, ——--
Kawasan Mega Kuningan, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, -
Kumingan Timur, Setia Budi, vang Anggaran Dasar perseroan terbatas
tersebut telah diwbah secara keseluruhan dalam rangka perubahan -—--
status menjadi Perseroan Terbuka sebagaimana telah dimuat dalam ---
akta tertanggal 24-1-2008 {dua puluh empat Januari dua ribu delapan)
nomor 123, vang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI -—--
Sarjana Huloum, pada waltu itu selaku pengganti dari SUTIIPTO, —-
Sanjana Huokum, dahulu Notanis di Jakarta dan telah memperoleh —-——-
persetijuan dart Menternn Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -

Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 29-1-2008 (dua -——--

puluh sembilan Januari dua ribu delapan) nomor
AHU-04685 AH.01.02 Tahun 2008, Anggaran Dasar perseroan -—————-
terbatas telah diubah kembali sebagaimana dimuat dalam: —————
- akta tertanggal 9-7-2008 (sembilan Juli dua nibu delapan) nomor
70, vang minutanya dibuat dihadapan Notaris SUTIIPTO, ——--
Sarjana Holaun tersebut dan pemberitahuan atas perubahan —--
Anggaran Dasamya telah diterima dan dicatat oleh Menten —-
Hukum dan Hak Asasi Manusia Bepublik Indonesia sesuai ——

suratnya tertanggal 24-7-2008 (dua puluh empat Juli dua nibu —

delapan) nomor AHU-AH .01 10-18520;
- akta tertanggal 2-6-2009 (dua Jum dua nbu sembilan) nomor 3, -

yang minutanya dibuat dihadapan SINTA DEWI ————————

SUDAERSANA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah —-
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mempercleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —-
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusammya -——-—--
tertanggal 19-6-2009 (sembilan belas Jum dua nbu sembilan) -

nomor AHU-27276 AH 01.02 Tahun 2009
akta tertanggal 17-1-2011 (tujuh belas Januari dua ribu sebelas)
nomor 116, yvang minutanya dibuat dihadapan AULTA ———————-
TAUFANI. Sagjana Huloum, pada saat 1tu selaku pengganti dan
Notaris SUTJIPTO, Sarjana Hukoum tersebut dan pembentahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ditenima dan dicatat --—-
oleh Menten1 Hulum dan Hak Asasi Manusia Republik ——--
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 21-2-2011 (dua puluh satu -
Februari dua ribu sebelas) nomor AHU-AH 01.10-05152; ——

akta tertanggal 25-2-2011 (dua puluh hma Februan dua nbu —-

sebelas) nomor 166. yang minutanya dibuat dihadapan AULIA -
TAUFANI, Sarjana Hukum, pada waktu 1tu selaku pengganti -
dan Notans SUTIIPTO, Sanana Hukum tersebut dan ———-——-
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah ————-—-
diterima dan dicatat oleh Menter1 Hukum dan Hak Asast ——--
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal —-—————-

8-3-2011 (delapan Maret dua ribu sebelas) nomor ————————

AHU-AH 01.10-07240;
akta tertanggal 22-2-2012 (dua puluh dua Februan dua ribu dua

belas) nomor 10, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris -———
SINTA DEWI SUDARSANA. Sagana Hukum tersebut dan —--
pemberitabuan aras perubahan Anggaran Dasamya telah ————-
diterima dan dicatat oleh Menter: Hulkum dan Hak Asasi -—-——-
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal —--——————-
9-3-2012 (sembilan Maret dua ribu dua belas) nomor ————--
AHU-AH 01.10-08497;

alta tertanggal 8-4-2013 (delapan April dua nbu tiga belas) —-—-
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nomor 11, yang minutanya dibuat dihadapan HADITAH, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notanis di Jakarta Pusat dan —-
pemberitabhuan atas perubahan Anggaran Dasamya telah —————--
diterima dan dicatat oleh Menter1 Hukum dan Hak Asast ———--
Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal ———————

10-3-2013 (sepuluh Mei dua ribu tiga belas) nomor —————-

AHU-AH.01.10-18068;
- akta tertanggal 10-2-2014 (sepuluh Februar: dua nibu empat ——
belas) nomor 08, yvang minutanya dibuat dihadapan Notans -———--
HADIAH. Sarjana Hulum. Magister Kenotanatan tersebut, dan
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak —-
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 8-7-2014 (delapan Juli dua ribu empat belas) nomor —
AHU-17103. AH.01.02 Tahun 2014;

- akta tertanggal 2-2-2015 (dua Februan dua ribu lima belas) ——--
nomor 1, yang minutanya dibuat dihadapan Notans HADITAH,
Sarjana Hokum. Magister Kenotaniatan tersebut, dan telah ———-
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi —-
Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -———-
tertanggal 13-2-2015 (tiga belas Februan dua ribu lima belas) —

nomor AHU-0002400 AH 01.02 Tahun 2015;
-Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah dinbah kembah -—--
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Kenangan -
(untuk selanjutnya disebut "POJK) nomor 32/POJE 04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -——--
Perusahaan Terbuka berilut perubahannya dan POJE nomor ———--
33/POJE . 04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisans Emuten atau
Perusahaan Publik, sebagaimana telah dimuat dalam akta tertanggal --
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomer 21, yang —-
munutanya dibuat dihadapan Notaris HADIJAH, Sarjana Holum, —--
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Magister KEenotaniatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan —-
Anggaran Dasarnva telah diterima dan dicatat oleh Menter1 Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
17-4-2015 (tujuh belas April dua ribu lima belas) nomor —-——--———--
AHU-AH 01.03-0925357; Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut
diubah kembali dalam:

- akta tertanggal 2-7-2018 {dua Juli dua ribu delapan belas) -
nomor 01, telah memperoleh persetujuan dann Mentenn ——--
Huloum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan
Surat Keputusannya tertanggal 10-7-2018 (sepuluh Juli dua

ribu delapan belas) nomor —-—-

AHU-0013945 AH 01 02. TAHUN 2018, ——--r—-—- --
- akta tertanggal 24-8-2018 (dua puluh empat Agustus dua —
ribu delapan belas) nomor 29, dan pembentahuan atas ——
perubahan Anggaran Dasamya telah ditenima dan dicatat -—-
oleh Menter1 Hulum dan Hak Asasi Manusia Republik —-
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-8-2018 (dua pulub -

sembilan Agustus dua ribu delapan belas) nomor ———————- -

AHU-AH 01.03-0236807;

-kedua minuta akta vang disebutkan diatas dibuat dibhadapan —
SHASA ADISA PUTRIANTI, Sarjana Hulum, Magister -—-—--
Eenotariatan, pada waktu 1tu selaku pengganti dant Motaris ———-—-

ASHOYA RATAM, Sanana Hukum, Magister Kenotariatan —

tersebut;

- akta tertanggal 21-1-2019 (dua puluh satu Januari dua ribu -
sembilan belas) nomor 22, vang mumtanya dibuat ———--——
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sanana H —
Magister Eenotariatan tersebut dan telah memperoleh ——--

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia —

Eepublik Indonesia dengan Surat Eeputusannya tertanggal -




——

22-1-2019 (dua puluh dua Januan dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-0006169 AH 01.10 TAHUN 2019, dan--————- -
pembernitahuan atas pernbahan Anggaran Dasarnya telah —-
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia sesuail dengan suratnya tanggal
22-1-2019 (dua puluh dua Januar dua ribu sembilan belas) -
nomor AHU-AH 01.03-0044409, sedangkan pemberitahuan
atas penggabungan Perseroan telah diterima dan dicatat oleh
Menter1 Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -———-—--
Indonesia sesual suratnya tertanggal 22-1-2019 (dua puluh -
dua Januari dua ribu sembilan belas) nomor —-——-————-
AHU-AH 01.10-0006176. serta telah diumumkan dalam —-
Benta Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2019 (dua
April dua ribu sembilan belas) nomor 27, Tambahan nomor

10716/2019;

akta tertanggal 1-3-2019 {satu Maret dua nbu sembilan —-—
belas) nomor 01, yvang minutanya dibuat dihadapan Notaris
ASHOYA RATAM. Sarjana Hulum Magister —----—---—-—-—--
Eenotanatan tersebut dan pembenitahuan atas perubahan —
Anggaran Dasarnya telah ditennma dan dicatat oleh Menten
Hulkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
suratnya tanggal 6-3-2019 (enam Maret dua nibu sembilan -
belas) nomor AHU-AH 01 .03-0135243, serta telah —-—-—--
divmumkan dalam Berita INegara Republik Indonesia ———-
tertanggal 26-4-2019 (dua puluh enam Apnl dua nbu ———-
sembilan belas) nomor 34, Tambahan nomeor 14171/2019; —
akta tertanggal 12-8-2019 {dua belas Agustus dua ribu ——
sembilan belas) nomor 29, yang mumuanya dibuat -——-—-—--

dihadapan SHASA ADISA PUTRIANTL Sarjana Hukum. -

Magister Kenotariatan, pada waktu 1tu selalu penggann dari
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Notaris ASHOYA RATAM, Sarjana Hulum, Magister -—--
Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan --—-
Anggaran Dasarnva telah diterima dan dicatat oleh Menteni
Hulum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesnai -
suratnya tanggal 23-8-2019 (dua puluh tiga Agustus dua —-
ribu sembilan belas) nomor AHU-AH 01 .03-0318347, serta
telah divmumkan dalam Bernta Negara Republik Indonesia -
tertanggal 1-11-2019 (satu November dua nbu sembilan —-
belas) nomor 88, Tambahan nomor 40953/2019; —————- -
akta tertanggal 26-2-2020 (dua puluh enam Febraan dua —-

ribu dua puluh) nomer 44, yang minutanya dibuat ——-——-—--
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sanjana Hukum, —-
Magister Kenotanatan tersebut dan pembentahuan atas -——-
perubahan Anggaran Dasamya telah ditenima dan dicatat —
oleh Menter1 Hulum dan Hak Asasi Manusia Republik —-
Indonesia sesunal suratnya tanggal 26-3-2020 (dua puluh —-

enam Maret dua ribu dua puluh) nomor -

AHU-AH 01 03-0163570, serta telah dinmumlcan dalam -——-
Benta Negara Republik Indonesia tertanggal 13-10-2020 —

(tiga belas Oktober dua nbu dua puluh) nomor 82, ————

Tambahan nomor 39120/2020;
akta tertanggal 23-4-2020 (dua puluh tiga Apnl dua nibu —-
dua puluh) nomor 43, yang minutanva dibuat dibadapan —--
Notaris ASHOYA RATAM. Sarjana Hulum, Magister -——--
EKenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas perubahan —
Anggaran Dasarnya telah ditennma dan dicatat oleh Menten
Hulkum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
suratnya tanggal 13-3-2020 (tiga belas Me1 dua ribu dua ---

puluh) nomor AHU-AH 01.03-0218753, serta telah —-——-———-

dinmumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ———-




——

tertanggal 23-10-2020 (dua puluh tiga Oktober dua ribu dua
puluh) nomer 85, Tambahan nomor 40646/2020; ——-————
akta tertanggal 18-11-2020 {delapan belas November dua --

ribu dua puluh) nomer 31, yang minutanya dibuat —--——-—-—
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sanjana Hukum, —-
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas -——-
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat —
oleh Menter1 Hulum dan Hak Asasi Manusia Republik —-
Indonesia sesuai suratnya tanggal 23-11-2020 (dua puluh -
tiga November dua nbu dua puluh) nomor ~—-—————-—-———-
AHU-AH 01.03-0410879. serta telah diumumkan dalam —-
Benta Negara Republik Indonesia tertanggal 15-1-2021 —-
(lima belas Januan dua ribu dua puluh satu) nomor 5, ———-

Tambahan nomeor 2385/2021;

akta tertanggal 26-2-2021 (dua puluh enam Februan dua —--
ribu dua puluh satu) nomeor 21, vang minutanya dibuat -——-
dihadapan Notaris ASHOYA RATAM, Sanana Hukum, —-
Magister Kenotariatan tersebut dan pemberitahuan atas -——-
perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat —
oleh Menter1 Huloum dan Hak Asasi Manusia Republik ——
Indonesia sesuai suratnyva tanggal 1-3-2021 (satu Maret ——--
dua ribu dua puluh satu) nomor AHU-AH 01.03-0133128. -
serta telah divmumkan dalam Berita Negara Republik ——--
Indonesia tertanggal 19-3-2021 (sembilan belas Maret dua -
ribu dua puluh sany) nomor 23, Tambahan nomor ————-——

10619/2021;

akta tertanggal 21-4-2022 (dua puluh satu April dua nbu —-
dua puluh dua) nomor 45, yang minutanya dibuat dihadapan
Notaris ASHOYA RATAM. Sarjana Hukum, Magister -—--

Kenotanatan tersebut dan relah memperoleh persetyuan —-
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dari Menter: Hukum dan Hak Asas1 Manusia Republik ——-
Indonesia dengan Surat Keputusannva tertanggal —-——-—---——- —
27-4-2022 (dua puluh tuyuh Apnl dua ribu dua puluh dua) --
nomor AHU-0031033 AH 01 02.TAHUN 2022, ———— --
serta telah divmumkan dalam Berita Negara Republik ——--

Indonesia tertanggal 16-8-2022 (enam belas Agustus dua —

ribu dua puluh dua) nomeor 65, Tambahan

nomor 270852022

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris perseroan terbatas -
tersebut termuat dalam akta tertanggal 10-5-2023 (sepuluh Me1 ---
dua ribu dua puluh tiga) nomor 25, dan susunan terakhir anggota -
Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tertanggal
16-5-2023 (enam belas Me1 dua ribu dua puluh tiga) nomeor 40, —

yvang kedua mumutanya dibuat di hadapan N

ASHOYA RATAM . Sarjana Hukum Magister Kenotariatan ——-—-

tersebut;

(untuk selanjutnya perseroan terbatas “PT BANK BTPN Thk™ tersebut cukup ——

disebut dengan “Perseroan™ atau "BTPN™);

-Para penghadap savya. INotaris kenal

-Para penghadap dengan bertindak seperti tersebut terlebith dahulu menerangkan

sebagair berkut: -
-bahwa pada han, Kamus, tanggal 22-6-2023 (dua puluh dua Juni dua ribu dua —-
puluh tiga), bertempat di Menara BTPN lantai 27, Central Business District ———-
Mega Kuningan, Jalan Doktor Ide Anak Apung Gde Apung Kaveling 5.5-5.6. -—

telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ——-

{untuk selanjutnya disebut “Rapat™);
-bahwa Pembernitahvan, Pengumuman dan Pemanggilan untuk Rapat telah --———--
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 17 POJK -
Nomor 15/POJK 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum ——
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020) juncte Pasal 10 avat -




(2) dan ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai benkut: ————-

- Pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut

"OJK "} dan Bursa Efek Indonesia (untuk selamutnya disebut "BEI) ——--
mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat telah disampaikan pada --
tanggal 9-5-2023 (sembilan Me1 dua ribu dua puluh tiga);

‘ - Pengumuman Rapat kepada pemegang saham vang diunggah pada situs —
web Perseroan, situs web BEI dan situs web PT Kustodian Sentral Efek —-—-
Indonesia (uniuk selanjumya disebut "KSEI™) pada tanggal 16-5-2023 —-

{enam belas Me1 dua ribu dua puluh tiga).

‘ - Pemanggilan Rapat kepada pemegang saham vang diunggah pada situs web
Perseroan, situs web BEI dan KSEI pada tanggal 31-5-2023 (tiga puluh —-

satu Mei dua ribu dua puluh tiga), serta revisi terhadap materi Rapat pada ——

tanggal 16-6-2023 (enam belas Jumi dua nbu dea puluh tiga). ———--————
-bahwa didalam Rapat tersebut telah hadir atan diwalali pemegang saham yang —
selurnhnya menulika sejumlah 7.627 437 042 (tyyuh miliar enam ratus dua puluh -
tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh nbo empat puluh dua) saham atag —-—-—--
merpakan 94 .6726326% (sembilan puluh empat koma enam tujuh dua enam tiga
dua enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak svara vang telah ———- -
dikeluarkan Perseroan, sehingga dengan demumlaan Rapat tersebut telah memenuha
persyaratan kourum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan -

Pasal 12 avat (1) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 41 ayat (1) huruf a dan -
Pasal 42 ayat (1) huruf a POJK 15/2020;

-bahwa Rapat tersebut dilangsungkan dengan mata acara antara lain mengenai: -—

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
-bahwa dalam Rapat tersebut juga telah diberikan kewenangan kepada Direkst —-
Perseroan untuk menyatakan kembali Perubahan sebagaimana tersebut pada ———-
angka 1, serta menyusun secara keseluruhan Anggaran Dasar Persercan. -——-—-—--
-bahwa hal tersebut termuat dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham -

Luar Biasa PT BANK BTPN Tbk™ tertanggal hari mi, nomeor 27 yang ninutanya -

dibuat oleh saya. MNotaris (untuk selanjumya disebut "Risalah Rapat"); ————-
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-Sehubungan dengan hal tersebut, para penghadap dengan senantiasa bertindak ——
seperii tersebut menerangkan, dengan 1 menyatakan kembali keputusan yang —--
telah diambil dalam Rapat khususnya Mata Acara Ketiga dan Rapat sebagaimana

termuat dalam Risalah Rapat tersebut, yvaitu sebagai benlout:

Mata Acara Ketiga dari Rapat:

“Rapat dengan suara bulat sejumlah 7.627.437.042 (tujub miliar enam ratus
dua pulub tujuh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat puluh dua) —-
saham atau merupakan 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah suara —-

vang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

Menveiujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana -———-

pokok-pokok perubahannya telah ditayangkan dalam Rapat.”-————
-Selanjutnva para penghadap bertindak dalam jabatan mereka sebagaimana —-—-
tersebut di atas menerangkan bahwa sesual dengan keputusan Mata Acara ————-
Ketiga dar1 Rapat dan dengan memperhatikan kuasa vang diberikan Rapat —————-
kepada Direksi Perseroan, dengan 1m1 menyusun kembali ketentuan Anggaran —--
Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutmya Anggaran Dasar Perseroan memjad: —

tertulis dan harus dibaca sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

PASAL 1

1. Perseroan Terbatas ini1 bemama “PT BANK BTPN Tbk” (selanjutnya -——

dalam Anggaran Dasar im cukup disingkat dengan “Perseroan’™), bertempat
kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan.

(]

Perseroan dapat membuka cabang atau perwakalan di tempat lain, baik di —
dalam maupun di luar wilayah Eepublik Indonesia sebagaimana -———--——-—-
ditetapkan oleh Direksi. dengan ndak mengurangi peraturan perundang- ——-

undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ——————-

Modal.
————————— -JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ——————————— -
PASAL 2

Perseroan didirikan unnik jangka waktn ndak terbaras.
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- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ————— --

PASAL 3

Maksud dan tumman Perseroan 1alah berusaha dalam bidang bank nmum -

Untuk mencapal maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat ——-- -

melaksanakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagai -

bernkut:

A, Eegatan Usaha Utama:

maupun mata uang asing.

a. Menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan --—-- -
berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan —--
dan/atau bentuk lamnnya yang dipersamakan dengan 1tu, batk ——--
dalam mata nang Rupiah maupun mata vang asing:-----—-—-—-—- _
‘ b. Menyalurkan dana yang dihimpun dan masyarakat dalam bentulk

kredat. baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka —-
pendek atan pinjaman dalam bentuk lainnya yang lazim ———-—-
diberikan dalam dunia perbankan, batk dalam mata uvang Rupiah -

‘ B. Kegatan Usaha Penunjang: —

a. Menerbitkan surat pengakuan hutang;

b, Membeli, menjual atau menjanun atas risiko sendin maupun -—--

‘ untuk kepentingan dan atas penintah nasabah:
N

L

Surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank ——
vang masa berlakunya tidak lebih lama dan pada kebiasaan
dalam perdagangan surat dumaksud;

Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnva yang —-—
masa berlakunya tidak lebih lama dan kebiasaan dalam -—-

perdagangan surat dimaksud;

Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan -—---—---——-

Pemernntah; -—

Sertifikat Bank Indonesia (SBI);

Obligas::
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6. Surat Dagang dan/atau surat promes berjangka waltu ——---

sampai dengan 1 (satu) tahun;

‘ 7. Instrumen surat berharga lain yvang berjangka waktu sampai

‘ dengan 1 (satu) tahun;
Memindahkan vang. baik untuk kepentingan sendiri maupun —-

unmuk kepentingan nasabah.

Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atag ———-—-——- -
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan

surat, sarana telekomunikas: maupun wesel unjuk, cek atau ——--

sarana lainnya;
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan -———
melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;—-———- .
Menvediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat -—-——- —

berharga;

Melakukan kegiatan penmitipan untuk kepentingan pihak lamn ——-

berdasarkan surat kontrak dan/atau pejanjan;

Melakukan penempatan dana dar nasabah kepada nasabah —-— -
lainnya dalam bentuk surat berharga, baik yang tercatat maupun

yvang tidak tercatat di Bursa Efek; —

Melakukan pembelian agunan melalu pelelangan atau dengan ——
cara lain, baik seluruhnva mavpun sebagian, dalam hal debitur —
tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ———-———

ketentuan agunan vang dibeli tersebut wajb dicairkan —-—-—--—-—-—--

secepatnya;

Melakukan kegiatan anjak pintang. usaha kartu kredit dan ——-

kegiatan wali amanat;
Melakukan penyertaan modal pada bank vang melaksanakan --—-
kematan usaha berdasarkan prinsip svariah, sesual dengan -—-——-

ketentuan yang ditetapkan oleh instansi vang berwenang dalam -

bidang perbankan;




L Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi-——--
ketentuan yang ditetapkan oleh pihak vang berwenang; —-—-—-—
‘ m. Melakukan kegiatan penvertaan modal pada bank (termasuk ——
bank syariah) atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti —
sewa guna usaha, modal ventura, Pemusahaan Efelc asurans: —--
serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan —-
memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pihak yang ——--—--——-

berwenang;

n Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk -—-—-—-
mengatasi alabat kegagalan kredit dan/atau kegagalan —-——-—--—-—- —
pembiayaan lainnya, dengan syarat harus menarik kembali ——--
penyertaannya sesuai dengan ketentuan vang ditetapkan ——————
oleh Otoritas Jasa Kenangan (untuk selanjutnya disebut ———-——-
“OJK): _—

o.  Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana --—-—- -
pensiun sesual dengan ketentuan dalam peraturan perundang -—--

undangan:

‘ p.  Menerbitkan kredit berdokumen (lerter of credir) dalam berbagai
bentuk dan Bank garansi;

‘ q. Melakukan kegiatan lain yang lazum dilakukan oleh Bank —————

sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- —-—--

undangan. -----—-

MODAL —eee-

(]

PASAL 4
Modal dasar Perseroan berjumlah Rp300.000.000.000.00 (tiga ratus miliar -
rupiah), terbag: atas 15.000.000.000 (lima belas miliar} saham, ———-—-——-—-
masing-masing saham bernilai nomunal Rp20,00 (dua puluh rupiah).——-——-—--
Dan modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pemegang saham --—-
sequmlah §.149 106.869 (delapan miliar seratus empat puluh sembilan juta -

seratus enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan) saham. dengan milai -



——

nominal seluruhnya sebesar Rpl62 982 137 380,00 (seratus enam puluh dua
miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh tujuh nbu -

tiga ratus delapan puluh rupiah) vang telah disetor penuh kepada Persercan

oleh para pemegang saham.
Saham vang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan —
modal Perseroan. pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan vang
ditetapkan oleh Direks: berdasarkan persetujuan Rapat Umnm Pemegang -—-
Saham (untuk selanjutnya disebut “"RUPS™).

Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana -——---—--—--
dimaksud di atas wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang—--—--
undangan di bidang Pasar Modal.

Jika Perseroan bermaksud melakukan penambahan modal melalug ———-——- -
penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat ——-
dikonversi menjadi saham atau yang membenkan hak untuk membels ———-
saham. Persercan wajib membenkan Hak Memesan Efek Terlebih -——-———--
Dahulu (untuk selanjutnya disebut "HMETD™) kepada setiap pemegang ----

saham sesual dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan ———-—--

sahamnya. —--
Kewanban membenkan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek —

bersifat ekuitas lainnya sebagaumnana dimaksud dalam ayat 4 Pasal 1m ———-
tidak berlaku dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal ——-—-—-———-
melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lamnnya dalam ——-—--

rangla: g S
a. Perbaikan posisi keuangan: —

b. Selain perbaikan posisi keuangan;

c. Penerbitan saham bonus yang:

1. Merupakan diiden saham sebagai hasil dan saldo laba yvang ——-

‘ dikapitalisasi menjadi modal; dan/atan

11.  Bukan mempakan diiden saham sebagai hasil dant agio ——-—-—-—

saham atau unsur ektas lainnya vang dikapitalisast memadi ———-

—
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‘ modal.

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -—-
Modal.

‘ f. Setiap penyetoran atas saham dalam simpanan yang dikeluarkan oleh -—— -
Perseroan harus disetor penuh dalam bentuk vang dan/atan dalam bentuk —-

lainnya.

‘ 7. a. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain vang tidak dapat dilakukan
dalam rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud dalam -

ayat 5 huruf a Pasal 11

‘ b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain nang, -
penyetoran dengan bentuk lain selain vang dimaksud wajib memenuhi -——-

ketentuan sebagai berikut:

1. Terkar langsung dengan rencana penggunaan dana; dan-—-----—-—-—--—- —

1. Menggunakan pemlai independen untuk menentukan nilai wajar dan —
penyetoran saham dalam bentuk selain vang dan kewajaran transaksi -—-

penyetoran saham dalam bentuk selain uang ---

c. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda ——
bervujud mavpun tidak berwujud wajib memenuhi ketentan sebagai ———-

bernkut:

1. Benda yvang akan dyadikan setoran modal dimaksud wapb diumumkan
kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran ---—--

tersebut;

11. Benda yvang dijadikan sebagai setoran modal tidak dijaminkan dengan -

cara apapun juga;

111. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, —
laba bersih Perseroan. dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan,
agio saham. laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendini lainnva
tersebut sudah dinmat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir vang
telah diperiksa oleh Alkuntan yang terdaftar pada OJK dengan pendapat

wajar tanpa pengecualian --— g —




8. Dalam hal RUPS vang menystujui pengeluaran saham dalam simpanan ——
memutuskan jumlah maksimum saham dalam sunpanan yvang akan -—--—-—--
dikeluarkan, maka RUPS melimpahkan kewenangan kepada Dewan -—————-
Komisaris guna menentukan jumlah penambahan modal yang tidak ——————-
melebihi batas maksimum yang telah ditetapkan oleh RUPS dalam rangka -

pengeluaran saham dalam simpanan. -

‘ 9 HMETD merupakan hak yang dapat dialihkan dengan memperhatikan ——-
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

‘ 10. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan —--

keputusan RUPS.
-Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus —-

disetujui oleh Menters Hulum dan Hak Asasi Manusia.

SAHAM
- PASALS

1. Semua saham vang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama —--

(]

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan milai nominal atau tanpa mla:

nominal.

3. Pengelvaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan————-

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

4. Perseroan hanya mengaku 1 (satu) orang atau badan hukom sebagal -—————--

pemulik 1 (satn) saham -

5. Apabila saham karena sebab apapun menjad: milik beberapa orang, maka -—-
mereka yang memiliki bersama 1tu divwajibkan untuk menunjuk secara —-——--
tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa -
mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa tersebut yvang berhak -
menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut ———-—
‘ 6. Selama ketentuan dalam ayat 5 Pasal im1 belum dilaksanakan, para ——-——
pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, -

sedangkan pembayaran dividen untuk saham tersebut ditanggublan ——— -
‘ 7. Sefiap pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran Dasar i1 dan ——-- -
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kepada semua keputusan vang diambil dengan sah dalam RUPS serta ———

peraturan perundang-undangan.

Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia ———--
berlaku peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan —————
Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Eolektf pada ——
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ———-—-————-
memberikan bukti kepemilikan saham berupa surat saham atau surat ————
kolektif saham kepada pemegang saham vang bersanglutan -—-————
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 {(dua) --
atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham --—--——-—-———-
Pada surat saham paling sedikit harus dicantumbkan:— —

a. Nama dan alamat pemegang saham;

b. Momeor surat saham:-----—-

c.  DMilai nominal saham;——— -

d. Tanggal pengeluaran surat saham.
Pada surat kolekfif saham paling sedikit harus dicantumbkan ——-—--—-—-——-- -

a. DNama dan alamat pemegang saham;

b. Nomeor surat kolektif saham;
c. Nomeor surat saham dan jumlah saham;

d. DMilai nominal saham;————————r _

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
Surat saham dan surat kolektif saham ditandatangam oleh Direktur Utama —

atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.

Direksi wajib untuk membuat dan memelihara di kantor pusat Perseroan, -—

agar dapat dilihat oleh para pemegang saham:

a.  Daftar Pemegang Saham, yang memuat catatan mengenal nomor urit —
saham_ jumlah saham vang dimiliki. nama dan alamat para pemegang -

saham serta keterangan lain yvang oleh peraturan perundang-undangan --

wajib dimuat dalam Daftar Pemegang Saham; dan -—-

b. Daftar Ehusus, yang memuat keterangan mengenai saham anggota-—-—
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Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarganva dalam Perseroan dan -
atau perseroan lain serta tanggal perolehan saham serta keterangan—-—--
lain yang oleh peraturan perundang-undangan wajib dimuat dalam --——--
Daftar Ehusus.

Direlksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada —
Biro Admimistrasi Efek untuk memelihara dan menyimpan, serta -————-
melaksanakan pencatatan mengenai saham dalam Daftar Pemegang ——-
Saham dan Daftar Khusns. Setiap pencatatan dalam Dafiar Pemegang —
Saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar ini, peraturan ——
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek -

di tempat saham Perseroan dicatatkan.

-- PENGGANTI SURAT SAHAM

- PASATL 6
1. Dalam hal surat saham rusak, penggant: surat saham tersebut dilakukan ——

jika:

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah —-———--

‘ pemulik surat saham tersebut; dan N

b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.

2

Perseroan wanb memusnahkan surat saham yang rusak setelah membenkan

penggantian surat saham.

‘ 3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat ——
dilakukan jika: —

a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah —

pemilik surat saham tersebut;
b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian ——-

Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;——-—-——-—-—- -

c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham -——--———--
membernkan jaminan yang dipandang cukup oleh Direks: Perseroan; -
dan ———-

d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah ———-——
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divmumbkan di Bursa Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan dalam
waktu paling kurang 14 (empat belas) han sebelum pengeluaran —-————-

pengganti surat saham.

Setelah surat saham pengganti dilceluarkan, surat saham vang dinyatakan —

hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Persercan.

Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham ditanggung oleh -—--

pemegang saham yang berkepentingan.
Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1 sampai dengan 5 Pasal i1 -—-—

berlaku pula bag surat kolektif saham. ———-

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
—— PASAL 7

2

Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham. pemilik ashi —-
yvang terdaftar dalam bulu Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap ——
sebagal pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam —-
Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi 1zin pihak —-
vang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta peraturan Bursa --

Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. —

Semua pemindahan hak atas saham harus dibulktikan dengan dolumen vang
ditandatangam oleh atau atas nama pihak vang memindahkan hak dan oleh -

atau atas nama pihak yvang menenma penundahan hak atas saham vang-———-

bersanglutan ——-—————————————————— _
Dokumen pemimdahan hak atas saham hams memenuhi peraturan Bursa —-

Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. dengan tidak mengurang: ———-

peraturan perundang-undangan.
Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham vang diperdagangkan di—

Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang —--

Pasar Modal.
Direksi dapat menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham ——
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara vang disyaratkan —

dalam Anggaran Dasar im tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat ——-
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dalam 1zin yang diberikan kepada Perseroan atau hal lain yang disvaratkan,
oleh pihak vang berwenang tidak terpenuhi.

Apabila Direks: menolak mencatatkan pemindahan hak atas saham. dalam --
walktu 30 (tiga puluh) han setelah tanggal permohonan untuk pencatatan —-
tersebut diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wanb mengirimkan -——-—--
pemberitahuan penolakan kepada pihak vang akan memindahkan haknva -—
Mengenai saham Perseroan vang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek -

ditempat saham Perseroan dicatatlan

Pencatatan pemiundahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka

waktu sejak tanggal divmumkannya panggilan untuk RUPS tahunan atau —
RUPS luar biasa sampai dengan penutupan rapat tersebut dengan ——-———- -
memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. —-

Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang—-
saham atau karena alasan lamn yang menyebabkan kepemilikan sunatu saham
beralih menurmit hukum, dengan mengajukan bulti hak sebagaimana ————-
sewaktu-waktu disvaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan ---

secara tertulis untuk dicatat sebagai pemegang saham.
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menenima baik —-
bulkti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar i1 serta -
dengan mengindahkan peraturan Bursa Efek di tempat saham Perseroan -—--
dicatatlcan.

Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Pemtipan Eolektif-——-—
dilakukan dengan pemindahbulkuan dar rekening Efek satu ke rekening ——-
Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Bank Kustodian —
dan Perusahaan Efek.

Semua pembatasan, larangan dan ketentnan dalam Anggaran Dasar im yang
mengatur pemindahan hak atas saham dan pencatatan pemindahan hak atas -
saham berlaku pula terthadap peralihan hak atas saham menurut avat 7 Pasal




PENITIPAN KOLEKTIF

— PASAL 8

2

Saham dalam Pemitipan Eolektif pada Lembaga Penvimpanan dan --—--—-—-
Penyelesaian harus dicatat dalam bulu Daftar Pemegang Saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan ——-
pemegang rekening pada Lembaga Penvimpanan dan Penyelesalan -———-—-
Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Eustodian atau Perusahaan ——
Efek yang dicatat dalam rekenming Efek pada Lembaga Penyimpanan dan —--
Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ——--
dimaksud 1mtuk kepentingan pemegang rekeming pada Bank Kustodian atan
Perusahaan Efek tersebut.

Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupalan -

bagian dan portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investas: koleknf
dan tidak termasuk dalam Pemitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan—
dan Penyelesaian. maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian unik -
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Feksa Dana berbentuk kontrak—--

mvestas: kolektif tersebut.

Perseroan wanb menerbitkan sertipikat atau konfirmasi kepada Lembaga —

Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal im1 atan
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal 11 sebagai --—--
tanda bukht pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan -—-—
Perseroan wajth memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang -——-—--—
terdaftar atas nama Lembaga Penyvimpanan dan Penvelesaian atau Bank ———-
Eustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam —-
buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang -———-
ditumjuk oleh Lembaga Penyvimpanan dan Penyelesaian atau Bank --—--——-—--
Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan -——————-

Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administasi
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Efek vang ditunjuk Perseroan.

Lembaga Penyimpanan dan Penvelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan
Efek wajb menerbitkan konfirmas: kepada pemegang rekening sebagar -—-
tanda bulkti pencatatan dalam rekening efek atau kepemilikan saham vang —
berada dalam Penitipan Kolektif.

Dalam Penitipan Eolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama
yvang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara-—

satu dan yang lain.

Perseroan wajb menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif——
apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pthak vang —————-
meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan vang -

cukup bahwa pihak tersebut benar sebagai pemegang saham dan surat ———-

saham tersebut benar lilang atau musnah.
Perseroan wajb menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolaktif ———
apabila saham tersebut dyaminkan, diletaklkan dalam sita berdasarkan ————-
penetapan Pengadilan atau disita untuk pemenksaan perkara pidana. ——-—-—--
Pemegang rekening efek vang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif ——
berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuail dengan ——-
jumlah saham vang dimilikinya dalam rekening tersebut.

Pemegang rekenmg efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS ———
adalah pihak vang namanya tercatat sebaga: pemegang rekening efek pada --
Lembaga Penvimpanan dan Penvelesaian, Bank Eustodian, atau Perusahaan
Efek. 1 (satu) han kerja sebelum panggilan RUPS, Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian atau Perusahaan Efelc. dalam jangka
waktu yang ditenmukan dalam peraturan perundang-imdangan di bidang ——-
Pasar Modal, wajb menyampaikan dafiar nama pemegang rekening efek —
kepada Persercan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham --
vang khusus disediakan untuk RUPS dalam jangka waktu vang ditentukan --

dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -———-———--
Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas —
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saham Persercan yvang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank -——--
Kustodian, yang merupakan bagian dan portofolio Efek Reksa Dana —————-
berbentuk kontrak mvestasi kolektif dan tidak termasuk dalam Pemtipan —-
Koleknif pada Lembaga Penyimpanan dan Penvelesaian, dengan ketentuan -
bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer -—--—--

Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambar 1 (sam) han kerja ————

sebelum panggilan RUPS.
Perseroan wajnb menyverahkan dividen, saham bonus, atau hak lain ————-———
sehubungan dengan kepenulikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Koleltif pada Lembaga-—--—--—-—--
Penyimpanan dan Penyelesalan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian menyerahkan dividen, saham bonus, atan hak lain kepada ——-
Bank Kustodian atau kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing—-
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efelk —--

tersebut.

Perseroan wanb menverahkan dividen, saham bonus atan hak lain -——-———-
sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Eustodian atas saham ——-
dalam Penitipan Kolekuf pada Bank Kustodian yvang merupakan bagian dan
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak mvestas: kolektif dan nidak -

termasuk dalam Pemitipan Kolektif pada Lembaga Penyvimpanan dan————

Penyelesaian.
Batas wakitu penentuan pemegang rekening Efek vang berhak votulk -———-—-
memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya sehubungan dengan ----
kepemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS. dengan
ketentan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wanb -————-——--
menyampaikan daftar pemegang rekening efek beserta jumlah saham -——-
Perseroan vang dimilika oleh masing-masing pemegang rekening efek ———--
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat —-

pada tanggal vang menjadi dasar penentuan pemegang saham vang berhak -

untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya, vouk ———-—-———-—-




selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) han kenja -
setelah tanggal vang menjadi dasar penentuan pemegang saham vang berhalk
untuk memperoleh dividen, saham bonus atan hak lainnva tersebut, —-—--—-—

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

S PASAL 9

(]

RUPS adalah:

a. RUPS tahunan. dan S
b. RUPS lainnya, vang dalam Anggaran Dasar 11 disebut juga RUPS luar -

biasa.

Dalam Anggaran Dasar 11, 1stilah RUPS berarti keduanya, yvaitu RUPS ——
tahunan dan RUPS luar biasa. kecuah jika dengan tegas ditentukan lain -—-
RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka wakm paling lambat 6 (enam) -

bulan setelah tahun buku berakhir.
Dalam RUPS tahunan:

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan yang telah ditelaah oleh ——-
Dewan Komisaris. yang paling sedilat memuat Laporan Keuangan, ——--

laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta hal lain vang —-———-

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
‘ b. Diputuskan mengenai persetujuan atas Laporan Tahunan, termasuk———

pengesahan Laporan Keuangan;

c. Diputuskan mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan
dalam tahun bulm vang lalu dan atau penggunaan laba Perseroan yang -

belum ditentukan penggunaannya. jika Perseroan mempunyai saldo —-

laba vang positif; e
‘ d. Jika diperlukan, diputoskan mengenai perubahan susunan anggota ——-
Direksi danfatau Dewan Komisaris Perseroan;

e.  Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atan ——

bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium. atau —-

tumjangan kepada para anggota Dewan Komisaris;

‘ f Diputuskan mengenai penunjukan Aluntan Publik dan/atan Kantor ——
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Alkuntan Publik vang terdaftar di OJK sebagaimana dsulkan oleh ——
Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan tahun
benjalan; dan

‘ g Diputuskan mata acara lainnya yang telah diajukan dengan -—-—-—-———-
sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan ketentnan Anggaran —

Dasar imi serta peraturan perondang-undangan. termasuk peraturan ——-—

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Persetyyuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan KEeunangan --—-
oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan —-—-—--
tanggung jawab sepenuhnya (acquit ef de charge) kepada angeota Direks: —
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -——-—-—--
dyjalankan selama tahun bulou vang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin -
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan, kecuali perbuatan —-—--——-—-

penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.

RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewakiu waktu berdasarkan —--—-— -
kebutuhan, untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud dalam ayat 4 huruf a. huruf b dan huruf ¢ -

Pasal 1.

RUPS diselenggarakan oleh Direksi atau Dewan Konmusans atau pemegang -

saham, sesuai dengan ketentuan dalam UUPT, peraturan perundang—-———-

undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar 1.
Semua biaya dan ongkos untuk menyelenggarakan RUPS sesuai dengan ——
Anggaran Dasar i1 dan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal ditangoung dan dibavar oleh —

Persercan.

——-TEMPAT, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN -—--

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PASAL 10 —— -—-

L

a. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar i, —-
RUPS diadakan di tempat kedudukan Persercoan, atau di tempat —-————
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Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya, atau dalam 1bu kota -
provins: di mana terletak tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha -

utama Perseroan. atau dalam provinsi di mana terletak tempat kedudukan

Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.

. RUPS sebagaimana dimaksud dalam hurof a ayat 1m1 wanb dilakukan ——-

dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Selaimn penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam humfa —
avat 111, Perseroan dapat melaksanakan R1UPS secara elektronik sesuai ---
dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal —-—-—-——

-Dalam pelaksanaan RUPS secara elektromk, Perseroan wajb:———-———

1. Memuat informasi mengenai rencana pelaksanaan RUPS secara ——

elektronik dalam pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJE. —-

pengumuman RUPS, dan pemanggilan RUPS; dan.
‘ 1. Menyelenggarakan RUPS secara fisik dengan dihadinn paling sedikat
oleh:

a) Pimpinan RUPS;

b) 1 (satu) orang anggota Direks1 dan/atau 1 (satu) orang anggota —-

‘ Dewan Komisaris: dan

c) Profes: penunjang pasar modal yang membantu pelaksanaan ——

‘ RUPS — —
Perseroan wanb melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang —-—--
saham paling lambat 14 (empat belas) han sebelum tanggal pemanggilan

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal

pemanggilan RUPS.
Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat i dilakukan -

paling kurang melaln=———m——mmooooooooooooooo _

1 situs web penyedia e-RUPS; -—
1. situs web Bursa Efek: dan

11, situs web Perseroan;

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat
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juga ditambahkan dalam bahasa asmng lainnya.

c. Penpumuman RUPS sebagaimana dimaksud huruf a ayat i1 memuat -—--

paling sedikat:

1.  Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS:———- =

1. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara —-

‘ RUPS;

11. Tanggal penyelenggaraan RUPS;

1v. Tanggal pemanggilan RUPS; dan

v.  Informasi bahwa RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang

saham dan/atau Dewan Komisans; apabila RUPS diselenggarakan —
karena adanya permintaan dari pemegang saham dan/atan Dewan -—

Komisans.

3. Usul para pemegang saham hars dimasukkan dalam mata acara rapat yang
dimuat dalam pemanggilan RUPS apabila: —

a. Diajukan secara tertulis kepada Direks: paling lambat 7 (tujuh) han —-—-

sebelum tanggal pemanggilan RUPS -
b. Diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewalkil: 1/20

(sam per dua puluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh sabham ———-

dengan hak suara yang telah dikeluarkan Persercan.————-—————-—- --
c. Dilakukan dengan itikad baik;

d. Mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
e. Merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS ———---
f  Menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan -——— -

Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar

‘ Perzercan.

‘ 4 Pemanggilan untuk RUPS harus dilakukan paling lambat 21 (dua puluh —-—-
satu) han sebelum tanggal RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal —

pemanggilan dan tanggal RUPS.

‘ 5. a Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal i dilakukan —

paling kurang melalu:
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1. sttus web penyedia e-RUPS;
11.  sttus web Bursa Efel; dan

11, sttus web Perseroan:

dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat

juga ditambahkan dalam bahasa asing lainnya.

b. Pemanggilan RUPS hamus memuat informasi paling sedilat-—-———-—-
1.  Tanggal waktu dan tempat penyelenggaraan RUPS ——n
1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;——-- -

111. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara --—-—--

tersebut;

1v. Informasi bahwa bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagt -——--

pemegang saham sejak tanggal dilalukannya pemanggilan RUPS —

sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan

v. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui

e-RUPS.

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat

7 (tuyuh) han sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak -
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal EUPS. Dalam ———--
pemanggilan untuk RUPS kedua harus disebut bahwa telah dipanggl RUPS
yvang pertama, akan tetapt RUPS tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh -
karena kuorum kehadiran yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar im tidak

tercapai. —

Eetentuan mengenai pemanggilan RUPS vyang termwat dalam ayat 4 dan
ayat 5 Pazal 11 mutatis mutandis berlaku vntuk pemanggilan RUPS kedua -
Bahan mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham yvang dapar diakses

dan diunduh melahu situs web Perseroan dan/atau e-RUPS sejak tanggal —-
dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penvelenggaraan RUPS -

sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan --—--—-—--—-—-

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komuisaris yvang ditunjuk oleh Dewan -
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Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Eomisans ndak ataun —-——-—-
berhalangan hadir, malka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direksi vang -
ditumyuk oleh Direlesi.

Jika semmua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak atau —-—-
berhalangan hadir maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang pemegang
saham vang hadir dan ditunjuk dan dan oleh pemegang saham yang hadir. —
Eetidakhadiran seorang dalam RUPS tidak perlu dibuktikan terhadap pihak

ketiga.

9 Jika anggota Dewan Komisans yvang ditunjuk oleh Devwan Komisaris untuk

memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara -—-
vang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS akan dipimpin oleh ————
anggota Dewan Komisaris lain yvang tidak mempunyai benturan kepentingan
vang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan ——-—-

Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh —

anggota Direksi vang ditunjuk oleh Direkesi. —

Jika angogota Direks: vang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS —-
mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara vang akan diputuskan
dalam BEUPS. maka RUPS akan dipimpin oleh anggota Direks: lain yang -
tidak mempunyai benturan kepentingan dan ditunjuk oleh Direks1. Jika ——
semua anggota Direkst mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS akan

dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang -——-—--

dipilih oleh mayorntas pemegang saham lamnya vang hadir dalam rapat. —-

PASAT 11 -—-

1. a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang —
saham atau kuasanya lebih dani 1/2 (satu per dua) bagian dan jumlah —--
seluruh saham dengan hak suara vang sah. kecual apabila peraturan ——--

perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar ini menentukan jumlah —

kuorum yang lebih besar.
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‘ b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat im tidak -
tercapai, maka dalam waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari. akan tetaps —-

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari. setelah tanggal RUPS yang ——--

pertama, dapat diadakan RUPS yang kedua.

c. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam —-—

Pasal 10 avat 6 Anggaran Dasar in1.

‘ d.  RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang —-—-—-—
mengikat, jika RUPS dihadin oleh pemegang saham atau kuasanya ——--
paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham -—-—--

dengan hak suara vang sah.

e. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf

d ayat im tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketenman -
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadin oleh —--
pemegang saham atau knasanya dengan hak suara yang sah dalam ——-
kuorum kehadiran dan jumlah snara nntuk mengambal keputusan, ——-—--
pemanggilan dan waki penyelenggaraan vang ditetapkan oleh OJK atas

permohonan Perseroan.

2
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Pemegang saham berhak untuk menghadiri RUPS Perseroan. maupun —-
drwalali dengan surat kuasa atau surat kuasa secara elektronik melalu

e-RUPS vang diatur dengan peraturan perundang-undangan di bidang —-

Pasar Modal.
‘ b. Pemberian kuasa secara elekironik sebagaimana dimaksud huruf a ayat —

i1 harus dilalukan paling lambat 1 (satu) hant kega sebelum ————-—-—--

penyelenggaraan RUPS,

c. Pemegang saham dapat pula mencantumkan pilihan suara pada setiap -—

mata acara dalam pembenan kuasa secara elektromik.
‘ d. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan —

suara jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara paling lambat

1 (satu) han kerja sebelum penyelenggaraan RUPS.

‘ 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kmasa untuk mewalkili pemegang --—-
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saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan.

Dalam rapat, setiap saham memben hak kepada pemiliknya untuk -—-—— —

mengeluarkan 1 (satu) snara.

Anggota Direksi. anggota Dewan Eomisans dan karyawan Perseroan boleh

bertindak selal luasa dalam RUPS, tetap: suara yang mereka keluarkan ——
selaku kuasa pemegang saham tidak dihitung dalam pemungutan suara -——
Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua rapat ——-——
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham atau walkil --—--
pemegang saham vang hadir dalam rapat tersebut yang memilila saham —--
dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dar jumlah -
seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan -————-— -
Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam -
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, ———-
keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dan 1)2 —
(satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara vang sah vang --
hadir dan/atan diwakili dalam rapat. kecuali apabila dalam Anggaran Dasar

i1 ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama -

banvak, maka usul ditolak. —
RUPS yang hanya dihadin olel pemegang saham independen dilaksanakan

dengan ketentuan:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadin lebih dan 1/2 (satu per -
dua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah vang

dimiliki pemegang saham independen:

‘ b. EKeputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat in1 adalah —-
sah jika disenyui oleh lebih dan 1/2 (sati per dua) bagian dar jumlah —
seluruh saham dengan hak suara vang sah vang dimiliks oleh pemegang

saham independen;
c. Dalam hal kuomum sebagaimana dimaksud pada hurnf a ayat im tadak —

tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadin lebih —

dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah selurih saham dengan hak ---
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suara yang sah yang dinulikis pemegang saham independen;——-—-—-—- -

‘ d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujm oleh lebih dan 1/2 ——

(satu perdua) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara vang
sah vang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam -
RUPS; -

e. Dalam hal kuomum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud
pada huruf ¢ ayat im tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan -
dengan ketentnan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan —
11ka dihadin oleh pemegang saham immdependen dari saham dengan hal -
suara vang sah, dalam kmorm kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas

permohonan Perseroan: dan

‘ f Eeputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetupui oleh pemegang saham

independen yang mewakili lebih darn 50% (lima puluh persen) saham —
vang dimilika oleh pemegang saham idependen yang hadir dalam ——
RUPS.

Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak -—
mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama -—--
dengan suara mayoritas pemegang saham vang mengeluarkan suara.-———-— -
Ringkasan Fasalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling -———
lambat 2 (dua) han kenja setelah RUPS diselenggarakan, paling kurang ——

melalui:

a. situs web penyedia e-RUPS;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. sius web Perseroan; --——-———1———-rroro —
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta apabila diperlukan dapat —
juga ditambahkan dalam bahasa asing lamnnya.

Perseroan wajib membuat risalah RUPS vang dibuat dan ditandatangani ——-

oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satn) orang pemegang saham —--
yvang ditunjuk oleh peserta RUPS. Penandatanganan vang dimaksud dalam -
ayat im1 tidak disyaratkan apabila risalah EUPS tersebut dibuwat dalam ———-
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bentuk akta berita acara RUPS vang dibuat oleh Notanis vang terdaftar di ——
OJE. —- —

Dalam hal RUPS mempakan RUPS vang hanva dihadini oleh pemegang —-
saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita ——-

acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yvang terdaftar di OJE. ——-——-——- -
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 12 - -

1.  Perubahan Anggaran Dasar diputuskan dalam RUPS yang dihadin oleh —---
pemegang saham atau knasanya vang mewakih paling sedilat 2/3 (dua per --
tiga} bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara vang sah dan ———--
keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari seluruh saham dengan hak suara vang hadir dan/atau diwalkali ——
dalam RUPS yang bersangkutan. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

[~

Perubahan ketentuan Anggaran Dasar vang menyanglut perubahan nama -—
dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujunan serta kegiatan —-
usaha Perseroan, jangka waktu berdin Perseroan. besarnya modal dasar, —-
pengurangan modal vang ditempatkan dan disetor dan perubahan status —--
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib ————

mendapat persetujuan Menten1 Hukum dan Hak Asas1 Manusia Republik —-

Indonesia.
‘ 3.  Perubahan Anggaran Dasar selain yang menvangkut hal vang tersebut ——- -
dalam ayat 2 Pasal mi1 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia.
‘ 4 Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayar 1 Pasal i1 di atas -—
tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS -
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadini oleh
pemegang saham atau kuasanya yang mewakili paling sedikat 3/5 {tiga per --
lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara vang sah dan ——-

keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih darn 1/2 (satu per




diwakili dalam RUPS yang bersanghkutan.

penvelenggaraan EUPS ketiga ditetapkan oleh OJE.

——

dua) bagian dari seluruh saham dengan hak swara vang hadir dan/atau ——--

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal im1 tidak ———
tercapai, atas permohonan Direks: atas nama Perseroan, persyaratan —————

kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu

Eeputusan mengenai pengurangan modal harus dibenitabukan secara tertulis
kepada semua kreditur Perseroan dengan dinmumlkan oleh Direksi dalam ---
1 (satu) atau lebih surat kabar harian vang beredar secara nasional dalam ----
jangka wakiu paling lambat 7 (tujuh) han sejak tanggal keputusan tentang---

pengurangan modal tersebut. -—

———PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALTHAN ————-

DAN PEMISAHAN -
PASAL 13 -

Dengan memperhatikan peraturan perundangundangan. penggabungan, -
peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, hanva dapat dilakukan ———-
berdasarkan keputusan RUPS yang dihadin oleh para pemegang saham —
atau kuasa mereka yvang sah yang mewakili paling sedilat 3/4 (tiga per —
empat) bagian dar jumlah seluruh saham dengan hak suara yvang sah —--
yvang telah dikelvarkan oleh Persercan dan keputusan adalah sah j1ka ——-
disetujui oleh lebih dan 3/4 (tiga per empat) bagian dan jumlah seluruhb --
saham dengan hak suara vang sah yang hadir atau diwalali dalam RUPS -

yang bersangkutan.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayvat in1 ridak -

tercapal, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan
vang mengikat j1ka dihadin oleh para pemegang saham atau kuasa -——-
mereka yang sah yang mewalali paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dan -—--
jumilah seluruh saham dengan hak suara yang sah vang telah dikeluarkan
oleh Perseroan dan keputusan adalah sah jika disetujm oleh lebih dann 3/4

{tiza per empat) dart seluruh saham dengan hak suara vang hadir dan atan

—
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diwalkali dalam RUPS yang bersangkutan.

c. Dalam hal kuorum vang dumaksud dalam huruf b avat 1 tidak tercapas, -
atas permohonan Direksi atas nama Perseroan, persyaratan knorum, -—--

jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan wakm ———--

penyelenggaran RUPS ketiga ditetapkan oleh OJE.

I

Direksi wajib mengunmimlkan paling sedikit dalam:

(1) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atan ———

‘ beredar secara nasional;

(1) situs web Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan: dan-—--—-- -

(1) situs web Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan -———-

pengambilalihan atau pemisahan Perseroan paling lambat 30 (tiga -——--

puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

DIREKSI -
PASAL 14 -

1.  Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yvang terdin atas paling sedikat--
3 (tiga) anggota Direksi, yvalkni seorang Direktur Utama, seorang atau lebih -
Walal Direktur Utama, seorang atau lebih Direktur. demikian 1tu dengan—-

tidak mengurangi peraturan perundang-undangan.

P
=]

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu yvang dimular -
sejak tanggal yvang ditentukan dalam RUPS yvang mengangkat anggota —
Direksi tersebut sampai dengan ditvtupnya RUPS tahunan vang ketiga ——-
vang diselenggarakan setelah RUPS vang mengangkat anggota Direks: --
yang bersangkutan, dengan tidak mengurang: peraturan perundang—--——-
undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ——--

Modal dan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

b. RUPS berhak memberhentikan anggota Direksi pada setiap wakto ———
sebelum masa jabatannva berakhir, demikian dengan tidak mengurang: —
peraturan perindang-undangan. Pemberhentian demikian berlalu sejak --

saat ditutupnya RUPS vang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali

jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian vang lain ——————- -




rm:apat diangkat sebaga: anggota Direks: adalah perorangan Warga ——

Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing vang memenuhi syarat -—--
untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan vang

ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan —--—-—--

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direlsi ditetapkan oleh ——
RUPS, dengan tidak mengurang: peraturan perundang-undangan. Dalam hal
RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang Direlesi, maka —-
pembagian tugas dan wewenang Direks: tersebut ditetapkan berdasarkan----

keputusan Direks:.

Eetentuan mengenai besar dan jenis gaji, tunjangan, tantiem dan/atan bonus
{jika ada} bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. dengan tidak ——————-

mengurangl peraturan perundang-undangan. -—

Kewenangan tersebut oleh RUPS dapat dilimpahlkan kepada Dewan —————--
Komaisaris.

Anggota Dhreks: vang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat ———
kembali.

Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atan lebih atau semua anggota
Dhreksi lowong, maka dalam jangka waldu 90 (sembilan puluh) han sejak --
terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan

tersebut, dengan tidak mengurang: peraturan perundang-undangan dan ——--

ketentuan lain dalam Anggaran Dasar 1ni.
Masa jabatan anggota Direksi yvang diangkat untuk menggantikan anggota —
Direksi yang berhenti atau diberhentikan dan jabatannya. atau untuk ————-
mengisi lowongan, atau untuk menambah jumlah anggota Direks: vang -—--
menjabat, adalah sama dengan sisa masa jabatan anggota Direksi yang ———-
berhenti atau diberhentikan atan vang menyebabkannya tegadinya -——--—-——--
lowongan atau sisa masa jabatan anggota Direksi lain yvang menjabat ---——-—-

Jika karena sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong. maka —--

untuk sementara waktu Perseroan akan dmus oleh anggota Dewan —————-




——

Komisars yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris.

Anggota Direksi berhak mengundurkan dini dan jabatannya dengan -----—- -
mengirim pemberttahuan tertulis mengenar maksudnya tersebut kepada -——-

Perseroan.
Perseroan wajtb menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan mengenai —-
permohonan pengunduran dini anggota Direksi dalam jangka walktu 90 ——
(sembilan puluh) han setelah ditermmanya surat pengunduran diri, demikaan
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk —--———-———-

peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal

Dalam hal pengunduran din1 anggota Direks: yang akan mengakibatkan ——
bahwa jumlah anggota Direkst menjadi kurang darn 3 (tiga) orang. berlaku —
efektif pada saat. dan apabila RUPS menyetujui pengunduran diri tersebut —
dan mengangkat anggota Direks: vang baru sehingga jumlah anggota ———-
Direks: Perseroan vang menjabat memenuhi persyaratan nummal jumlah —
anggota Dhreksi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar im1. demikian ——-—--
dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan termasuk —--—————-

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan lain —

dalam Anggaran Dasar 1ni.
Dalam hal terdapat anggota Direks1 vang diberhentikan sementara oleh ——
Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menvelenggarakan RUPS dalam —
jangka wakitu paling lambat 90 (sembilan puluh) han setelah tanggal --———--
pemberhentian sementara, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan —-
dalam Pasal 18 Anggaran Dasar 1. Dengan lampaunya jangka waldtu —--—-
penvelenggaraan EUPS sebagaimana walktn yang telah ditetapkan dalam ---

Anggaran Dasar i1 atau RUPS tidak dapar mengambil keputusan,——-——--

pemberhentian sementara karena hukum menjad: batal.

Jabatan anggota Direlest beraklur, jika:
{(a) Mengundurkan dini sesua ketentuan avat 10 Pasal 1m0, ———————-

{(b) Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;--—-

(c) Memnggal doma;




(d) Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS —-

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -

PASAL IS -

1.  Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujnan Perseroan---

vang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini ————-

2

Setiap anggota Direls1 wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab ——-
Direksi sebagaimana ditetapkan dalam avyat 1 Pasal i1 dengan itikad baik, —

penuh tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan ———-

perundang-undangan.
‘ 3. Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala -
hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan -
pihak lain dengan Perseroan. serta menjalankan segala tindakan. baik yang -

mengenai kepengurusan mauvpun kepemalikan. akan tetap: dengan ——-———-

pembatasan untuk:

a. Meminjamkan uang atau memberikan fasilitas kredit atau fasilitas ——-

perbankan lain vang menyerupai atau mengakibatkan timbulnya ————-
pinjaman nang. (1) kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ———
POJK tentang Batas Maksimum Pembenan Kredit Bank Umum, atau -
(11) vang melebihi jumlah yang dan walktu ke waktu akan ditetapkan —-

oleh Dewan Komisaris;
b  Mengikat Perseroan sebagai penjanun atau penanggung hutang —-—-—--
(borgtocht)., atau dengan cara lain bertanggung jawab atas kewajiban ——-
pembayaran. pihak lain, (1) vang merupakan pihak terkait sebagaimana
diatur dalam POJKE tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank -
Umum, atau (11) dalam jumlah melebihi jumlah vang dan wakto ke ——

waktu akan ditetapkan oleh Dewan Komisans; -- -—
c. Mendirikan perseroan baru, membuat atau memperbesar penyertaan --—

modal (kecuali penambahan penyertaan modal sehubungan dengan —--

penerbitan dividen saham atau saham bonus atas sehubungan dengan —
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upaya penyelamatan kredit), atan mengurang: penyertaan modal dalam
perseroan lamn, dengan tidak mengurang: persetujuan instans: yang ——--

berwenang;

Meminjam uang dari pihak lain (yang tidak termasuk dalam hurmufa -—
ayat ini) atau menerima fasilitas kredit atau fasilitas perbankan lamn —--
vang mengakibatkan peminjaman vang kepada pihak lain dalam jumiah
melebihi jumlah yvang dan waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan ——

Komisaris:

Menghapus bukukan atau mengeluarkan pmutang Perseroan dart -———
pembuknan melebihi jumlah yvang dan waktu ke waktu ditentukan oleh

Devwan Komisaris:

Mengalibkan atau melepaskan hak Perseroan untuk menagih piutang —
Perseroan yang telah dihapus bukukan melebihi jumlah vang dan waktu
ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisans;

Membel1, menjual atau mengalihkan atau melepaskan hak, atau ———-
mengagunkan atau menjaminkan, kekavaan Perseroan baik dalam satu -
transaksi maupun dalam beberapa transaksi yvang berdiri sendin ataupun
vang berkaitan satu sama lain, dalam jumlah melebii jumlah vang dan
waktu ke waktu ditetapkan oleh Dewan Komisaris (dengan tidak ———-

mengurangi ketentuan dalam ayat 4 Pasal 1n1);

Menyetapu kebijakan utama Perseroan dan kebyjakan lain sesuai -————--—-

dengan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tindakan atau transaks: yang bersifat strategis yang ---—-
secara signifikan akan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, ——————-
sebagaimana vang ditetapkan dari waktu ke wakm oleh Dewan ————-

Komisaris.

-Direks1 wajib memperoleh persetiyjuan tertulis lebih dabulu, atan dokumen
vang berkaitan turut ditandatangam oleh Dewan Komisaris; persetijuan -—--
tersebut dapat diberikan untuk melakukan satu tindakan atau lebih dan satu
tindakan dan dart waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, segala sesuatu —-




a;
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——

dengan tidak mengurang: peraturan perundang-undangan.
Perbuatan hulkum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan -—-
jaminan utang kekayaan Perseroan vang merpakan lebih dan 50% (lima ---
puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tabhun --—--
buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdinn —-
sendin ataupun vang berkaitan satu sama lain, barus mendapat persetujuan -
RUPS vang dihadini oleh pemegang saham atau kuasanya vang mewalali —
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dan jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dan --
3/4 (tiga per empat) bagian dan seluruh saham dengan hak suara vang hadir

dan/atau diwakili dalam RUPS yang bersangkutan.

Dalam hal kuormm sebagaimana dimaksud dalam avat 4 Pasal ini tidak —-
tercapal, maka RUPS kedua dapat diselenggarakan paling cepat 10 -————-
{sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) han terhitung sejak
RUPS pertama; dengan persyaratan dan acara vang sama seperti yang —--
diperlukan untuk RUPS pertama dan panggilan harus dilakukan paling ---
lambat 7 {tujuh) han sebelum RUPS kedua tersebut, dengan tidak ——---—--
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS ——— -
-RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan EUPS kedua sah dan ———-

berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadin oleh pemegang saham -
atau kuasanya vang mewakil paling sedilat 2/3 (dua per tiga) bagian dan
jumilah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS —
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau ——-
diwalili dalam RUPS yang bersanglkutan.

Dalam hal knorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud -
dalam huruf a ayat im tidak tercapai. RUPS ketiga dapat diadakan -—-—--
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika

dihadiri oleh pemmegang saham atan kvasanya dengan hak suara yang sah

dalam lworum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, --—---
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pemanggilan dan waktu penyelenggaraan vang ditetapkan oleh OJE ——
Direktur Utama bersama dengan 1 (satu) orang anggota Direks: lainnya -

berhak dan berwenang bertindak imtuk dan atas nama Direks: serta ——--

mewakili Perseroan.
Dalam hal Direlctur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab —
apapun, yang tidak periu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Walkil -—
Direktur Utama bersama 1 (satu) orang anggota Direks: berhak dan ——--
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewalkali —-————-
Perseroan; dalam hal Walil Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun vang tidak perlu dibukiikan kepada pihak ketiga, ---
malka 2 (dua) orang anggota Direksi berhak dan berwenang bertindalk —-

untuk dan atas nama Direks: serta mewalkili Perseroan.

Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan -
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar -
Modal disyaratkan persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal --

11 ayat 8 Anggaran Dasar 1m.

Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan vang bertentangan dengan —

kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili
oleh anggota Direks: lainnya yvang tidak mempunyai kepentingan yang -———-—-
bertentangan dengan kepentingan Perseroan dan dalam hal Perseroan -————-
mempunyai kepentingan vang bertentangan dengan kepentingan sel —_
anggota Direks:, maka dalam hal i1 Perseroan diwakili oleh salah seorang -
anggota Dewan Komisars yvang ditunjuk berdasarkan keputusan Dewan —-
Komisaris. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan‘atau Dewan Eomisaris--—-
mempunyai benturan kepennngan dengan Perseroan, maka dalam hal i1 —-
Perseroan diwakili oleh pthak lain vang ditunjuk oleh RUPS ———

Tanpa mengurang: tanggung jawab Direlest, Direkesi berhak untuk perbuatan

tertentu mengangkat seorang atau lebih kmasa dengan syarat yvang ditentukan
oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus: kewenangan vang diberikan -

itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar in1 serta peraturan ——-




——

perundang-undangan.
10. Dalam hal terjadi lowongan dalam anggota Direksi yang menjabat, atau -—--
jumlah anggota Direksi vang menjabat kurang dari jumlah vang ditetapkan -
dalam Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar in1. maka segala tugas dan —-—————-
wewenang yang diberikan kepada Direksi oleh peraturan perundang-——-—-—-—-
undangan termasuk peraturan pemndang-undangan di bidang Pasar Modal -
dan Anggaran Dasar im1 berlaku terhadap. dan akan dilaksanakan oleh sisa -
anggota Direks1 yvang menjabat, demukian dengan tidak mengurangs —--————--

ketentuan dalam Pasal 14 ayat 7 Anggaran Dasar 1.

RAPAT DIREKSI -
PASAL 16 -

L Penyelenggaraan Rapat Direks1 dapat dilakukan setiap waktu apabila——-——-

dipandang perlu: -—-

a. Oleh seorang atau lebih anggota Direks:;

b. Atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Dewan Komisans: -

atau

c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --—-

vang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dar1 —
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh ——-—-—--

Persercan S

-Dengan tidak mengurang: ketentuan di atas 11, Direks: wapb mengadakan
Rapat Direksi secara berkala paling sedikat 1 (satu) kali setiap bulan dan —-
membuat jadwal mengenal Rapat Direksi vang akan diselenggarakan secara
berkala untuk tahun buku berikut, sebelum berakhimya tahun buku yang —-
berjalan. Untuk penyelenggaraan Rapat Direksi yang telah dyjadwalkan ———-

sebagaimana ditetapkan dalam avat in1 tidak diperlukan pemanggilan rapat -

terlebih dabuln.

(]

Panggilan Rapat Direks: vang diselenggarakan di lvar jadwal vang ——-—- —
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh anggota Direks: yang —-—-

berhak bertindak untuk dan atas nama Direks: menurut ketentuan Pasal 15 —




——

Anggaran Dasar im1. Panggilan Rapat Direks: disampaikan secara tertolis —-
dengan surat tercatat atau faksimuli atau alat komumikasi lain (antara lain —-
tetapi tidak terbatas surat elekiromk) vang disampaikan langsung kepada —-
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal —-—--

panggilan dan tanggal rapat. -—

Panggilan Rapat Direks1 harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan-——-

tempat rapat.

Untuk Rapat Direks: yang diselenggarakan di luar jadwal vang telah —-—-—--
disusun, bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat -

sebelum rapat diselenggarakan. _—

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat -————-—--
kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di —-
tempat saham Perseroan dicatatkan. Apabila semua anggota Direks: hadir —
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan -——-
Rapat Direksi dapat diadakan di manapun dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat.

Rapat Direksi dipimpin oleh Direlorur Utama; dalam hal Direkmur Utama -———
tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu —-
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh Wakil —————-
Direktur Utama; dalam hal Wakil Direktur Utama tidak dapat hadir atau —-
berhalangan karena sebab apapun vang tidak perlu dibuktikan kepada pihak

ketiga, Rapat Direlesi dipimpin oleh seorang anggota Direksi vang dipilih ---

oleh dan dari antara anggota Direksi vang hadir.
Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh——

anggota Direksi lain berdasarkan surat kuasa.
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil kepumisan yang mengikat -
apabila lebih dar 1/2 (satn per dua) dart jumlah seluruh anggota Direkst —-

vang hadir atan diwakili dalam rapat --———-

Keputusan Rapart Direksi haros diambil berdasarkan musyawarah vntulk ——




dikeluarkan dalam rapat.

——

mufakat Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapar. maka —--———--
keputusan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -—-
suara setuju lebih dari 1/2 (satn per dua) dan jumlah seluruh suara vang -——--

‘ 8. Iika suara setuju dan tidak setuju berimbang. maka suara KEetua Rapat ———

‘ 9. a.

N
c.
‘ 10. a
b.

Direksi yvang akan menentukan.

Setiap anggota Direks: vang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara -
dan tambahan 1 (satu) snara untuk setiap anggota Direksi lain yang —--
diwalkilinya. —

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuah Ketua rapat -—————-

menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanvak dan -

vang hadir.
Suara blanko dan svara vang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ——
secara sah dan dianggap tidak ada serta nidak dihitung dalam ——————

menentukan jumlah suara yvang dikeluarkan
Risalah Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat
vang ditunjuk oleh Eetua rapat dan kemudian ditandatangani oleh -———-
semua anggota Direksi vang hadir dan atau diwakili dalam rapat dan -
harus disampaikan kepada seluruh anggota Direks: vang menjabat. Jika
terjadi perselisihan mengenai hal vang dicantumkan dalam risalah ——
Rapat Direksi, maka hal tersebut harns diputuskan dalam Rapat Direksi
dan keputusan hamus berdasarkan suara setuju lebih dan 1/2 (satu per ---
dua) dart jumlah anggota Direksi vang hadir dan atau diwakih dalam -
rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukti yang sah untuk para ——
anggota Direksi dan unnik pihak lain mengenai keputusan vang diambil

dalam rapat yang bersangkutan.

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) vang dikemukakan secara -—-—
tertulis oleh seorang atau lebih anggota Direks: dalam Rapat Direlsi -
berikut alasannya wajib dicantumbkan /dicatat dalam risalah Rapat ——--

Direles:,




mrisa]ah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda ———

‘ tangan yvang disyaratkan dalam huruf a ayat im tidak diperlukan —-—- -

‘ 11. Anggota Dhreks: dapat berpartisipasi dalam Rapat Direksi melalw telepon -

konferensi, video konferensi atau sistem komunikasi sejents yang ———--——-—-
penggunaannya dapat membuat semua anggota Direksi yvang hadir dalam —-
rapat saling melihat, mendengar dan berbicara satu sama lain. Partisipasi —-
anggota Direks1 yang bersangkutan dengan cara yang demikian harus -———-—-
dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Direksi tersebut dalam Rapat
Direksi dan diitung dalam menentukan kuorum rapat tersebut ---—-—-—-——-—
Eeputusan vang diambil dalam Rapat Direksi yang diadakan dengan cara ---
demikian adalah sah dan mengikat. Terhadap Rapat Direksi di mana ————-
anggota Direksi berpartisipasi dengan cara yang divraikan dalam ayat ini ——-
berlaku semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Direls: yang termuat ——-
dalam Pasal 16 Anggaran Dasar in1, dengan ketentuan sebagai berikut-—————

a. Anggota Direks1 yang berpartisipasi dalam Rapat Direksi dengan cara --

vang dmraikan dalam ayat im tidak dapat bertindak sebagai Ketna ———-

rapat;-—-----—- --

‘ b. Suara yang dikelnarkan oleh anggota Direksi yang berpartisipasi dalam

Rapat Direks: dengan cara yang diuraikan dalam ayat i1 disamakan ——-

dengan suwara vang sah dikeluarkan dalam rapat;

c. Jika selama berlangsungnya rapat terjad: kerusakan atau kegagalan —-—

dalam telepon konferens: atau video konferensi atau sarana komumlkasi
vang sejenis. maka hal tersebut tidak mempengaruhi knorum rapat vang
telah tercapai sebelum terjadinya kemsakan atau kegagalan pada -———-
telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikas: yang -
sejenis. Anggota Direkst vang berpartisipast dalam Rapat Direks: ———-
dengan cara demikian dianggap tidak memberikan suara mengena usul
vang ciajukan dalam rapat tersebut setelah terjadinya kerusalkan atau --—-

kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi atau sarana —

komunikas: yang sejenis;—-——-—-—-—-—-—-——————— -
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d. Risalah Rapat Direksi di mana terdapat partisipasi dengan ———-—-—————- —

menggunakan telepon konferensi atau video konferens: atau peralatan —
komumkasi yang sejemis sebagaimana diuratkan dalam ayat imi akan —-
dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara semua anggota Direks: —-
vang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. Apabila risalah -

rapat dibuar dalam bentuk akta notaris. maka tanda tangan vang —————

disyaratkan tersebut tidak diperlukan.
Seorang anggota Direks1 yang secara pribadi dengan cara apapun, baik ——
secara langsung maupun tidak langsung mempunyai kepentingan dalam -—--
suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang dinsulkan dalam hal mana -——-—--
Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat —--—--——-—--
kepentingannya dalam suatu Rapat Direks1 dan anggota Direksi tersebut —-
tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal yang -——-—-

bethubungan dengan transaksi. kontrak atau kontrak vang dinsulkan ————-

tersebut_ kecuali Rapat Direks1 menentukan lamn
Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa-———-
mengadakan Rapat Direksi1. dengan ketentuan semua anggota Direksi telah -
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direks: memberikan ————-—-
persetujuan secara tertulis mengenai usul yang diajukan dengan -——-—-—-—-—-—-
menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara
demuikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan vang --
diambil dengan sah dalam Rapat Direks:.

Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Direksi

menyelenggarakan Eapat Direksi bersama dengan Dewan Komisaris, sesuai
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-———-—-
undangan di bidang Pasar Modal.

DEWAN KOMISARIS -
PASAL 17 -

L

Dewan Komaisaris terdin atas paling sedikat 3 (tiga) orang anggota Dewan -

Komisans, dengan ketentuan bahwa salah seorang di antara anggota Dewan




mgkat sebagai Komisans Utama.

2. a  Angpota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka walktu —-—-

yvang dimulai sejak tanggal vang ditentukan dalam RUPS yvang ———-——--
mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan —--—-————-
ditutupnya BUPS tahunan vang ketiga yvang diselenggarakan setelah —-
RUPS vang mengangkat anggota Dewan Komisaris vang bersangkutan, -
dengan tidak mengurang: peraturan perundang-undangan dan ketentuan -

lain dalam Anggaran Dasar i1

b. RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris pada setiap -
walctu sebelum masa jabatannya berakhir, demikian dengan tidak ———-
mengurangt peraturan perundang-undangan. Pemberhentian demikian ---
belaku sejak saat ditumupnya RUPS vang memutuskan pemberhentian —-
tersebut, kecual: jika RUPS menentukan tanggal pemberhentian yang —-

lain.

c. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat -—

dianglkat kembali.

‘ 3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah perorangan -
Warga Negara Indonesia dan/atau Warga MNegara Asing yang memenuhi -
syarat untuk dapat diangkat dan menjabat sebagai anggota Dewan ————-——-
Komisaris Perseroan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan -
termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal ——--——- -
‘ 4. Ketentuan mengenai besarnya gaji atan honorarium, dan tunjangan bagi ——

Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS, dengan tidak mengurangt ——-———-

peraturan perundang-undangan.
‘ 3. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua ——
anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka w e
90 (sembilan puluh) han setelah terjadinya lowongan harus —————--
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan tidak --

mengurangt peraturan perundang-undangan termasuk peraturan —--—————-

penundang-undangan di bidang Pasar Modal dan Anggaran Dasar imi ——
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b. Mlasa jabatan anggota Dewan Komisans yang diangkat untuk -———-—-- s
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenn atau dihentikan -
dar1 jabatannya atan untuk mengisi lowongan atau untuk menambah ————-

jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat adalah sama dengan —

sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yvang menjabat -———

6.  Seorang anggota Dewan Eomisaris berhak mengundurkan diri dart ———-

jabatannya dengan membernitahukan secara tertulis mengenai maksud -———--
tersebut kepada Perseroan. Perseroan wajb menvelenggarakan RUPS untuk
memutuskan permohonan pengunduran dinn anggota Dewan Komisans ——--
dalam jangka wakt paling lambat 90 (sembilan puluh) han setelah —--—-——--
ditertmanya surat pengunduran din, dengan tidak mengurangi peraturan -——-

perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di bidang -

Pasar Modal
7. Dalam hal pengunduran din1 anggota Dewan Komusans yang akan ————--
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris memjadi kurang dart -————--
3 (tiga) orang. berlakn efeliif pada saat, dan apabila, RUPS menyetujui -——--
pengunduran din tersebut dan mengangkat anggota Dewan Eomisaris vang
baru sehingga jumlah dan susunan anggota Dewan Komisaris vang —-————-
menjabar akan memenuli persyaratan jumlah dan susunan anggota Dewan -

Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar . —

8 Jabatan anggota Dewan Komisans berakhir apabila:
a. Mengundurkan din1 sesuai dengan ketentnan avyat 6 Pasal m1;-———-—-—-———-

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan; —--—--—-——- -

c. Memnggal dunia;

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan EUPS. -—-

———————————— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS —————-———

PASAL 18 —— —
1. Dewan Komisans bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengawasan
atas kebyakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umunmya, baik ———-

mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat ----
e



-2

——

kepada Direlesi. demikian 1tu dengan tidak mengurang: peraturan ——-——--—-—-—-
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung—
jawab sebagaimana ditetapkan di atas 1m dengan itikad baik, penuh -
tanggung jawab dan kehati-hatian, dengan mematuhi peraturan perundang-—-
undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal -

Angpota Dewan Komisaris, batk bersama-sama maupun sendiri-sendin ——

setiap wakiu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasula bangunan
dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau yang dikuasai oleh ———--
Perseroan dan berhak memeriksa semua pembuluan, surat dan alat bukti—-
lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan vang kas dan lain-lain serta -
berhak untuk mengetahm segala tindakan vang telah dilakukan Direksi ———-
Dareksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan —--

tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh Dewan Konusans
sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas -

mereka.

Dewan Komisaris berdasarkan keputusan vang diambil dalam Fapat Dewan
Komisans, setiap waktu berhak memutuskan pemberhentian untuk -——-—-—--
sementara seorang atau lebih anggota Direks:, apabila anggota Direks1 ——
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar im1 dan atag —————-
peraturan penindang-undangan atau mermgikan maksud dan tyuan -——-—-—--

Perseroan atau melalaikan kewajibannya. ——--

Pemberhentian sementara tersebut, disertai alasannya, harus diberitahulkan--

secara tertulis kepada anggota Direksi yvang bersanglkutan.

Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) han sesudah pemberhentian --—- --
sementara 1tu, Dewan Komisanis diwajibkan untuk menyelenggarakan -————--
RUPS luar biasa yang akan memutuskan apakah angsota Direksi yang --—--
bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada -——-

kedudukannya semula.
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Dalam RUPS luar biasa tersebut, anggota Direks: vang diberhentikan -——--
sementara harus diberilkan kesempatan untuk hadir untuk membela dirg ——--
RUPS tersebut dalam avat 6 Pasal im1 harus dipimpin oleh anggota Dewan —
Komisaris vang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. dalam hal ndak ada -——--—--
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat karena sebab apapun —-
vang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh
seorang pemegang saham vang dipilih dan antara para pemegang sabham —-
dan/atau kuasa para pemegang sahamvyang hadir dalam RUPS yang —-———--
bersangkutan ———————m e e —

Apabila RUPS vang dimaksud dalam avat 6 Pasal 1m1, (1) tidak diadakan -

dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) han setelah pemberhentian ————-
sementara anggota Direlesi, atau (1) membatalkan keputsan pemberhentian
sementara yang diambil oleh Dewan Komisaris, maka pemberhentian ———--

sementara tersebut menjadi batal demui huloun dan yang bersangkutan ———-

berhak menjabat kembal jabatannyva semula.
Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan -——- -
Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi vang menjabat —--
maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus
Perseroan. Dalam hal demukian, Dewan Komisans atas tanggung jawabnya -
sendin berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisans berhak untuk ————-
memberikan kekuasaan sementara wakiu kepada seorang atau lebih dann ----
antara mereka untuk mengumms Perseroan serta mewalkili dan bertindak --—--

untuk dan atas nama Perseroan, demikian itu dengan tidak mengurangi—-—--

ketentuan dalam Pasal 18 avat 6 Anggaran Dasar in1.
Jika tejadi lowongan dalam anggota Devwan Komisaris. atau jumlah -———- -
anggota Dewan Komisaris vang menjabat kurang dan jumlah yang —--———--
ditetapkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar 1n1, maka segala tugas dan
wewenang Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar 1m akan berlaln ——--

terhadap, dan akan dilaksanakan oleh. sisa anggota Dewan Komisaris yang -

menjabat, demikian dengan tidak mengurang: ketentuan dalam Pasal 17 ayat




3 Anggaran Dasar 1.
RAPAT DEWAN KOMISARIS -

PASAL 19 -

L

2

Rapat Dewan Eomisaris dapat diselenggarakan pada setiap waktu apabila—

dipandang perlu:

a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; -

b. Atas permintaan tertulis Rapat Direksi: atau

c. Atas permintaan tertulis 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham --—-
vang bersama-sama mewalali 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dar —-
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah vang telah —————-
dikeluarkan oleh Perseroan.

-Dengan tidak mengurang: ketentunan di atas i1, Dewan Komisans wajib —
mengadakan Rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedilat 1 (satu) -
kali setiap 2 (dua) bulan dan membuat jadwal mengenai Rapat Dewan ———-
Komisarnis secara berkala terzebut untuk tahun bulu beridaut, sebelum ————-
berakhimya tahun buku vang berjalan. Untuk penvelenggaraan Rapat -—-—--
Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan sebagaimana telah ditetapkan —-
dalam avart 1 tidak diperlukan pemanggilan rapat terlebih dahulu ————— -
Panggilan Rapat Dewan Komisaris yvang diselenggarakan di Iuar jadwal -—-

yvang dimaksud dalam ayat 1 Pasal 1m harus dilakukan oleh Komisans ———-

Utama atau 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
Panggilan Rapat Dewan Komuisaris tersebut dalam avat 2 Pasal 1m dilakukan
secara tertulis dengan surat tercatat atan faksimili atau alat komunikasi lain -
(antara lain tetapi tidak terbatas surat elektronik) vang disampaikan —-—-—--——
langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapart tanda -
terima. Pemanggilan harus dikinm kepada (para) anggota Dewan Komisaris
dalam waktu palmg lambat 3 (tiga) hari kalender sebelum Rapat Dewan --——-
Komisaris dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
Rapat Dewan Komisaris. Panggilan Rapat Dewan Komisaris 1tu harus —-—--

mencantumlan acara, tanggal. waktu dan tempat Rapat Dewan Eomisars. -
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Untuk Rapat Dewan Komisanis yvang diselenggarakan di luar jadwal vang —
telah disusun. bahan rapat dapat disampaikan kepada peserta rapat paling --

lambat sebelum rapat diselenggarakan

Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di tempat kedudukan Perseroan —-
atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan atau di tempat kedudukan —-—--

Bursa Efek ditempat saham Perseroan dicatatkan.

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam ————-—-
rapat tersebut, maka panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disvaratkan —-
dan Rapat Dewan Komisans dapat diadakan dimanapun juga dan berhal —-

mengambil keputusan vang sah dan mengikat.
Rapat Dewan Komusaris dipimpin oleh Komisans Utama; jika Konusarns ---
Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, karena sebab apapun vang tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisans ———-
~dipimpin seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan di antara
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang -

bersangkutan. -— -

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwalkali dalam Rapat Dewan ———--
Komisaris hanva oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya ————-—-

berdasarkan surat kuasa.

Rapat Dewan Komusaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan vang

mengikat apabila lebih dan1 1/2 (satu per dua) dan jumlah anggota Dewan —
Komisars hadir atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris —-——--——- -
Keputusan Rapat Dewan Komisans harus diambil berdasarkan musyawarah

untuk mufakat. Jika keputusan musyawarah unmlk mufakart tidak tercapai -——
maka keputisan adalah sah jika diambil dengan pemungutan suara —--———-
berdasarkan suara setuu paling sedikat 2/3 (dua per tiga) dan jumlah suara -

vang dikeluarkan dalam rapat.

Apabila suara vang setuu dan vang tidak setiyu berimbang. Ketua rapat —-

Dewan Komisaris yvang akan menentukan.

‘ 10. a. Senap anggota Dewan Komisaris vang hadir berhak mengeluarkan --—
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1 {satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (sate) suara untuk setiap -
anggota Dewan Komisars lain vang diwakilinya dengan sah —-——-—-—-—
Setiap anggota Dewan Komaisaris vang secara pribadi dengan cara -—---

apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung mempunyai
kepentingan dalam suatu transaksi. kontrak atau kontrak vang -—-————-
diusulkan, dalam hal mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, —-—-
harus menvatakan sifat kepentingan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
vang bersangkutan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara ---
mengenai hal vang berhubungan dengan transaksi, kontrak atau kontrak
vang dinsulkan tersebut, kecuali jika Rapat Dewan Komisaris ——————-
menentukan lain.

Pemunguran suara dilakukan secara lisan, kecuali Ketua rapat ——————-
menentukan lain tanpa ada keberatan dan dan berdasarkan suara -————-

terbanyak dari vang hadir.

Suara blanko dan snara vang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan ——
secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam

menentukan jumlah suara yang dikeluarkan

Risalah rapat Dewan Komisaris hamus dibuat oleh seorang vang hadir --

dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kenmudian ——————-
ditandatangani oleh semua anggota Dewan Komisars yang hadir ———
dan atau diwakili dalam rapat dan harus disampaikan kepada seluruh ---
anggota Dewan Komisaris vang menjabat. Jika terjadi perselisithan ———--
mengenai hal yang dicantumkan dalam risalah Rapat Dewan Komisaris,
maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan
keputusan hamus berdasarkan suara setuqu lebih dari 1/2 (sam per dua) —-
dari jumlah anggota Dewan Komisarns vang hadir dan atau diwalali —-
dalam rapat. Risalah rapat tersebut merupakan bukt: vang sah untulk —-

para anggota Dewan Komisans dan untuk pihak lain mengenat ——-—-——-

keputusan yvang diambil dalam rapat vang bersangkutan ——-—--——-—-——-

Perbedaan pendapat (dissenting opinion) vang dikemukakan secara —-—
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tertulis oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dalam Rapat

Dewan Komisanis benikut alasannva wajib dicantumkan/dicatat dalam —

nisalah Rapat Dewan Komisans. —

c. Apabila risalah rapat dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tanda --—

tangan yvang disyvaratkan dalam humf a ayat 1m tidak diperlukan —-—-—
Anggota Dewan Komisaris dapat berpartisipasi dalam Rapat Dewan ——-—
Komisaris melalu telepon konferensi, video konferensi atau sistem —————
komunikasi yang sejenis yang penggunaannya dapat membuat semuoa ——-—--
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat saling melihat, --——-—-—--

mendengar dan berbicara satu sama lamn.

Partisipasi anggota Dewan Komisaris vang bersangkutan dengan cara yang -
demikian harus dianggap sebagai kehadiran langsung anggota Dewan ———-
Komisans tersebut dalam Rapat Dewan Komusans dan dihitung dalam ——
menentukan kuorum rapat tersebut. Keputusan yang diambil dalam Rapat-—-
Dewan Komisans vang diadakan dengan cara demikian adalah sah dan-——--
mengikat. Terhadap Rapat Dewan Komisaris dimana anggota Dewan--——-—--
-Komisaris berpartisipasi dengan cara yang diuraikan dalam avyat ini berlaku
semua syarat dan ketentuan tentang Rapat Dewan Komisaris vang tenmuat —

dalam Pasal 19 Anggaran Dasar in1, dengan ketentan sebagai benkut --——--

a. Anggota Dewan Komisaris yang berpartisipasi dalam Rapat Dewan -—-

Komisaris dengan cara yang diuraikan dalam ayat i tidak dapat —-——-

bertindak sebaga1 Ketua rapat;
‘ b. Suara yang dikelnarkan oleh anggota Dewan Komisars vang -—————
berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris dengan cara yvang ————————

divraikan dalam ayar im1 disamakan dengan suara vang sah yang ——————-

dikeluarkan dalam rapat;

c. Jika selama berlangsungnya rapat terjad: kerusakan atau kegagalan —-—
dalam telepon konferens: atau video konferensi atau sarana komumlkasi

vang sejems malka hal tersebut tidak mempengaruli kuomum rapat yang

telah tercapai sebelum terjadinya kemusakan atau kegagalan pada -———-
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telepon konferensi atau video konferensi atau sarana komunikas: yang -

sejenis.

Anggota Dewan Komisans yvang berpartisipas: dalam Rapat Dewan —-
Komisaris dengan cara demilian dianggap tidak memberikan suara ——-
mengenai usul yang diajukan dalam rapat tersebut setelah tegadinya-—-

kerusakan atau kegagalan pada telepon konferensi atau video konferensi

atau sarana komunikasi yvang sejenis;
d. Risalah Rapat Dewan Komisaris di mana terdapat partisipasi dengan -—
menggunakan telepon konferensi atan video konferensi atau peralatan —
komumkasi yang sejemis sebagaimana diuratkan dalam ayat im akan —-
dibuat secara tertulis dan diedarkan di antara semua anggota Dewan —-
Eomisans yvang berpartisipasi dalam rapat untuk ditandatangani. -———
Apabila nisalah rapat dibuat dalam bentuk akta notans, maka tanda ——

tangan yang disyaratkan tersebut tidak diperlukan.
Dewan Komisaris dapat juga mengambail keputusan yvang sah tanpa -——--—-—-

mengadalcan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota —-
Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan
Komisaris memberikan persetujuan secara tertulis mengenai usul vang-——-—-
digjukan. dengan cara menandatangani persetujuan tersebut. Eeputusan —-—-
yvang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan hulum yang sama

dengan keputusan vang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan -——-——-——-——--

Komisaris.
Paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, Dewan Komisaris akan —
menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi. sesuai

dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan perundang-———-—-

undangan di bidang Pasar Modal.

——RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -

PASAL 20 -

L

Direksi menyusun rencana kerja tahunan yang memuat juga anggaran -—-—

tahunan Perseroan sebelum dimulamnya tahun buku vang akan datang. ———-
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——

Rencana kerja tersebut harus disampaikan oleh Direksi kepada Dewan ——-
Komisaris untuk mendapat persetujuan, kecuali ditentukan lain dalam ——--

peraturan pernindang-undangan.

Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja atau rencana kerja-—-
tersebut belum memperoleh persetujuan Dewan Komisaris sebagaimana —-

dimaksud dalam avat 1 Pasal ini, maka rencana kerja tahun yang lampau -

diberlakukan.

Tahun bulu Perseroan berjalan dar tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan -

tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun kalender vang sama. Pada --—--

akhir bulan Desember setiap tahun, bukn Perseroan ditutup.
Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor ——-—

Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak -

tanggal panggilan RUPS tahunan.
Perseroan wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rug Perseroan
dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai--—--
dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan penmndang-——--—--
undangan di bidang Pasar Modal.

e PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN —————

PASAL 21 -

2

Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun bul seperti tercantum dalam ——-
Laporan Kevangan yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan
saldo laba vang positif. digunakan menurut cara vang ditentukan oleh RUPS

tersebut,

Dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai kepuisan yang ——
diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga hams ditenmkan walktm -
dan cara pembayaran dividen. dengan tidak mengurangi peraturan -—---—---——--
perundang-undangan termasuk peraturan perundang-undangan di bidang -
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek ditempat saham Perseroan -——-—-—--

dicatatkan. Dividen untuk snatu saham harus dibayarkan kepada orang atas -

nama siapa saham im terdafiar dalam Daftar Pemegang Saham pada harn —-




——

kerja vang ditentukan oleh atau atas kewenangan dar1 RUPS vang ——————-
mengambil keputusan pembagian dividen tersebut. Hari pembayaran -—-—--
dividen hams dinmumkan oleh Direks: kepada semua pemegang saham —-—
3. Jika perhitungan laba magi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian —-
yvang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan. maka kerugian tersebut —-
akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam —
tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama -———-
kermugian vang tercatat dalam perhitungan laba g itu belum tertutup —-—--

seluruhnya.

4. Laba vang dibagikan sebagai dividen vang tidak diambil dalam waktn 5 -——-
(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasuldean ke dalam —-
dana cadangan vang khusus dipemntukan untuk it Dividen dalam dana —-
cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham vang berhak
sebelum lewatnya jangka walktu 5 (lima) tahun, dengan menyvampaikan —--
bukt1 haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direkst —-—-—--
Perseroan. Dhviden yang tidak diambil setelah lewat walktu 10 (sepuluh) —-
tahun akan menjadi hak Perseroan.

3. Berdasarkan keputusan FEapat Direksi dan dengan persetujuan Dewan -——-
Komisaris, Perseroan dapat membagi dividen sementara (inrerim) kepada -—
pemegang sabam, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (imterim) —--
tersebut harus diperhitungkan dengan dividen yang dibagikan berdasarkan--
keputusan RUPS tahunan yang benkut yvang diambil sesuai dengan —--———--
ketentuan Anggaran Dasar ini. demikian dengan tidak mengurangi -——-—--—--
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain UUPT, ——————-
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa -
Efek di tempat saham Perseroan dicatatkan. EKetentvan mengenal ———---————-
pengumuman pembayaran dividen yang termuat dalam ayat 2 Pasal in1 —-——--

berlaku juga untuk pembayaran dividen sementara (interim).—-—--——-——- -—

S _PEMBENTUKAN DAN PENGGUNAAN CADANGAN —

PASAL 22 ——



’_:;;ﬁ;l wajib menetapkan jumlah tertentu dan laba bersih setiap tahun -—-
untuk cadangan. Kewajiban menetapkan cadangan tersebut berlaku jika -——--

Perseroan mempunyai saldo laba vang positif. Penetapan tersebut dilakukan -
sampal cadangan mencapat paling sedikat 20% (dua puluh persen) dart modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan. -

I

Cadangan yang belum mencapai jumlah vang ditentukan dalam ayat 1 Pasal -

im hanva boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi
oleh cadangan lain.

‘ 3 Penetapan cadangan yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal im dan penggunaan —
cadangan di atas jumlah vang dimaksud dalam ayat 2 Pasal in1, akan —-———--

ditentukan oleh RUPS.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -

PASAL 23 -
1. Dengan tidak mengurang: peraturan perundang-undangan maka -————-

pembubaran Perseroan hanva dapat dilakulan berdasarkan keputusan RUPS
vang dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasa mereka vang sah yang -
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dan jumlah seluruh saham ——--
dengan hak suara vang sah vang dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan -
adalah sah jika disetujm oleh lebih dan 3/4 (tiga per empat) dan jumlah -

saham vang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.

2. a. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal im tidak -

tercapal, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua -
puluh satu) hari setelah rapat pertama dapat diselenggarakan RUPS ——-
kedua dengan cara yang sama seperti rapat pertama. Pemanggilan rapat —
hars dilakukan paling lambat 7 (nujuh) hari sebelum tanggal RUPS —--

kedua, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat —-——— -

Untuk pemanggilan rapat tersebut tidak perlu dilakukan
pembertahuan/pengunmiman terlebih dahulu. RUPS kedua hamus dihadin

oleh para pemegang saham atau kuasa mereka yang sah yang mewakili —

paling sedikat 2/3 (dua per tiga) dar jumlah seluruh saham dengan hak —--
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suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan —--
adalah sah jika disetuju oleh lebih dan 3/4 (tiga per empat) dar jumlah -
seluruh saham dengan hak snara vang sah dalam RUPS yang ———-————-—-

bersangkutan.
Dalam hal kuorum sebagaimana dimalksud dalam huruf a tidak tercapai. -
maka atas permohonan Direksi atas nama Perseroan persvaratan knorum,

jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan wak —--——--

penyvelenggaraan RUPS ketiga akan ditetapkan oleh OJK . -———-————
Jika Perseroan dibubarkan_ baik karena jangka wakiu berdinnya telah -——-
berakhir atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena —-————--
dmyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan -
likuidasi oleh likuidator.

Jika dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 3 Pasal m1 tidak ditunjuk hlomdator, maka Direksi bertindak sebagai —
liknidator.

Upah bagi likuidator ditentukan oleh RUPS atau penetapan Pengadilan -——--

Likuidator wajib mendaftarkan keputusan pembubaran Perseroan dalam-———

dalam 1 (satu) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat ——————-—-
kedudukan Persercan atan tempat kegiatan usaha utama Perseroan serta ——
memberitahukan kepada Menteri Hulum dan Hak Asasi Manusia paling —-
lambat 30 (tiga puluh) han sejak tanggal Perseroan dibubarkan —--——— —_

Anggaran Dasar im1 beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku -

sampail dengan tanggal disahkannya pethimingan likmidasi oleh RUPS dan —
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para ————-—-
Likmidator. ——eee-

Sisa perhitungan likmdas: dibag: di antara para pemegang saham, masing---

masing menerima dalam jumliah yang sebanding dengan jumlah saham --——--

dalam Perseroan yang dumilikinva pada waltu 1tu.
Pihak vang melakukan likidasi wajib mendaftarkan hasil proses likuidasi —




——

dalam Wayb Daftar Perusahaan serta mengumumkannya dalam Bernita ——-
Negara Republik Indonesia serta dalam 1 (satu) surat kabar harian vang -—--

terbit atan beredar di tempat kedudulkan Perseroan atau di tempat kegiatan --

usaha utama Perseroan.

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 24

-Mengenai hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar m1 —-
berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk (tetapi tidak ——
terbatas) peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Jika tidak ada —-
pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. maka hal vang tidak atau ——--
belum culup diatur dalam Anggaran Dasar 11 akan diputus oleh RUPS. —————-
-Akhimya penghadap memberikan kueasa kepada twan BARA INDRA ————————
ARDIYASHA. Sanjana Hukum (yang identitasnya akan dmraikan dibawah i), -
dan

baik bersama-sama maupun sendin-sendiri dan dengan hak untuk memindahkan —
kuasa 1m1 kepada orang lain, untuk mengajukan permohonan perubahan Anggaran
Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hulkum dan Hak Asasi Manusia ———--
Republik Indonesia, mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan dan ————-——-————-
mengumumkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. untuk itu —————— -
mengajukan permohonan, menandatangam permohonan, akta dan surat lamnya, —
memilih domisih dan selanjutnya melakukan segala sesnatu yvang diperlnkan -—--

dengan tidak ada satupun vang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang—

undangan.
-Alcta 11 diselesaikan pada pull 11.15 WIB (sebelas lewat lima belas menit —--—-—-

Waktu Indonesia bagian Barat).

-Dan segala sesuatu yvang divraitkan diatas.

DEMIKTANLAH AKTA INI;

-Dibuat dan diselesaikan di Jakarta. pada harn dan tanggal serta jam sepertt ———

disebutkan pada bahagian awal akta 11 dengan mengambil tempat di Inar kantor -




Notaris, Menara BTPN lantai 27, Central Business District Mega Kuningan, Jalan
Doktor Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling 5.5-5.6, dengan dihadiri oleh: ------
- Tuan BARA INDRA ARDIYASHA, Sarjana Hukum,

- Tuan RATHAN RAHMAWAN SYAPUTRA, Sarjana Hukum,

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.
-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan
saksi-saksi, maka ditandatanganilah minuta akta ini oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya, Notaris sedangkan spesimen sidik ibu jari tangan kanan para -------

penghadap yang dibubuhkan pada lembar tersendiri dilekatkan pada minuta akta -

ini.
-Dilangsungkan dengan tiga gantian tanpa coretan maupun tambahan, =----=--=-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-=-emeeemmeenamae




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
JI. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor  : AHU-AH.01.03-0086163 Kepada Yth.
Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN..

. , . JL.SURYO NO.54
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan JAKARTA SELATAN

Perubahan Anggaran Dasar
PT BANK BTPN Thk

Lampiran :

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi
Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh YUMNA
SHABRINA, S.H.,M.Kn, sebagai Pengganti dari Notaris ASHOYA RATAM S.H., M.KN., berkedudukan di
JAKARTA SELATAN, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 03 Juli 2023, mengenai
perubahan Pasal 9, Pasal 17, Pasal 19, PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan di JAKARTA SELATAN,

telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 03 Juli 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Juli 2023
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0123655.AH.01.11.TAHUN 2023 TANGGAL 03 Juli 2023
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



